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ABSTRACT

An unlawfil act in an oral sales and purchase agreement occurs when one party
breaches a promise, which can be prosecuted under Article 1365 of the Civil Code
(if there is an clement of fault and loss) or Article 1338 of the Civil Code (the
principle of freedom of coniract), especially if it violates the valid conditions of the
agreement (Article 1320 of the Civil Code) or general law. Although an oral
agreement is valid f it meets the requirements, proving it is difficult and stronger
if it is written down, especially for objects such s land/houses that require a Deed
of Sale and Purchase (AJB) to be valid and binding. The clements of an unlawful
act (PMH) in a sale and purchase, based on Article 1365 of the Civil Code and
Jurisprudence, include the existence of an unlawful act (violating the law or the
principle of propriety), an error (intentional/negligent), the occurrence of a loss
(material/immaterial), and a causal relationship (causality) between the act and
the loss. A breach of contract (breach of contract) can consiitute an unlawful act if
accompanied by bad faith or a violation of the principles of good faith and
propriety. Liability for an unlawful act (PMH) is the legal obligation of the
perpetrator to bear the consequences o the lossesthey cause. primrily n the form

hich emphasizes the existence of an unlawful act, loss, and error
ligent) on the part of the perpetrator.

eview, unlawful act, oral sale and purchase agreement
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KATA PENGANTAR

Assalamu’alaikum Wr.Wb.

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ هَلۡ أَدُلُّكُمۡ عَلَىٰ تِجَٰرَةٖ تُنجِيكُم مِّنۡ عَذَابٍ أَلِيمٖ تُؤۡمِنُونَ بِٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ وَتُجَٰهِدُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ بِأَمۡوَٰلِكُمۡ وَأَنفُسِكُمۡۚ ذَٰلِكُمۡ خَيۡرٞ لَّكُمۡ إِن كُنتُمۡ تَعۡلَمُونَ  

Artinya “Hai orang-orang yang beriman, sukakah kamu aku tunjukkan suatu perniagaan yang dapat menyelamatkanmu dari azab yang pedih?, (yaitu) kamu beriman kepada Allah dan RasulNya dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Itulah yang lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui”.

Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan terhadap Kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat hidayah, dan karunianya pada penulis hingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Skirpsi ini. Judul yang penulis pilih dalam penulisan Skripsi ini adalah : “Tinjauan Yuridis Perbuatan Melawan Hukum Dalam Perjanjian Jual Beli Secara Lisan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 113/Pdt.G/2024/PN.Mdn)”.
Fungsi skripsi ini adalah untuk melengkapi tugas-tugas dan untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum Jurusan Hukum Program Studi Ilmu Hukum. 
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Perbuatan Melawan Hukum 
dalam perjanjian jual beli lisan terjadi saat salah satu pihak ingkar janji, yang bisa dituntut berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata (jika ada unsur kesalahan dan kerugian) atau Pasal 1338 KUHPerdata (asas kebebasan berkontrak), terutama jika melanggar syarat sah perjanjian (Pasal 1320 KUHPerdata) atau hukum umum, meskipun perjanjian lisan sah jika memenuhi syarat, namun pembuktiannya sulit dan lebih kuat jika tertulis, khususnya objek seperti tanah/rumah butuh Akta Jual Beli (AJB) agar sah dan mengikat kuat.  Unsur perbuatan melawan hukum (PMH) dalam jual beli, berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata dan jurisprudensi, meliputi  adanya perbuatan melawan hukum (melanggar undang-undang atau asas kepatutan), adanya kesalahan (sengaja/lalai), timbulnya kerugian (materiil/imateriil), dan hubungan sebab akibat (kausalitas) antara perbuatan dan kerugian, di mana pelanggaran kontrak (wanprestasi) bisa jadi PMH jika disertai itikad buruk atau melanggar asas itikad baik dan kepatutan. Pertanggungjawaban perbuatan melawan hukum (PMH) adalah kewajiban hukum pelaku untuk menanggung akibat kerugian yang ditimbulkannya, utamanya berupa ganti rugi (materiil dan imateriil) kepada korban, berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata yang menekankan adanya perbuatan melawan hukum, kerugian, dan kesalahan (sengaja atau lalai) dari pelaku. 

Kata Kunci: Perbuatan Melawan Hukum, Perjanjian, Jual Beli
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DAFTAR PUSTAKA.

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Dasar hukum yang berkaitan dengan perjanjian pengikatan jual beli adalah Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPerdata) yang menyebutkan “jual beli adalah persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak lain untuk membayar harga yang telah ditetapkan”.

Jual beli merupakan suatu perjanjian konsensuil, artinya ia sudah dilahirkan sebagai suatu perjanjian yang sah, mengikat atau mempunyai kekuatan hukum pada detik tercapainya kata sepakat antara pihak penjual dan pihak pembeli mengenai unsur-unsur yang pokok (essentialia), yaitu mengenai barang dan harga biarpun jual beli itu mengenai barang yang tidak bergerak.

Sifat konsensuil jual beli ini ditegaskan dalam Pasal 1458 KUHPerdata yang berbunyi : “Jual beli dianggap telah terjadi kedua belah pihak sewaktu mereka telah mencapai sepakat tentang barang dan harga meskipun barang itu belum diserahkan maupun harganya belum dibayàr”.

Perjanjian jual beli yang dianut KUHPerdata tersebut juga dikatakan bersifat obligatoir, karena perjanjian itu belum memindahkan hak milik. Adapun hak milik baru berpindah dengan dilakukannya levering atau penyerahan. Dengan demikian, maka dalam sistem KUHPerdata tersebut levering merupakan suatu perbuatan yuridis guna memindahkan hak milik (transfer of ownership). Levering atau transfer of ownership adalah penyerahan suatu barang oleh pemilik atau atas namanya kepada orang lain, sehingga orang lain ini memperoleh hak milik atas barang tersebut dalam hal ini adalah satuan unit apartemen. Levering atau transfer of ownership ini mengikuti perjanjian obligator, karena menurut sistem KUHPerdata, perjanjian obligator itu baru dalam taraf melahirkan hak dan kewajiban saja, belum memindahkan hak milik, supaya hak milik berpindah, perlu diikuti dengan penyerahan barangnya 

Penyerahan yang dimaksud meliputi pemindahan penguasaan dan pemindahan hak atas barang berdasarkan perikatan dasar yaitu perjanjian. Setiap perjanjian yang mengandung tujuan memindahkan penguasaan dan hak milik, perlu dilakukan dengan penyerahan barang tersebut. Penyerahan tersebut dilakukan baik secara nyata, maupun secara yuridis. Penyerahan yuridis dapat dilihat dengan jelas pada barang tidak bergerak, karena tata caranya diatur dalam Undang-Undang.

Perjanjian pengikatan jual beli antara penjual dengan pembeli pastinya menimbulkan kewajiban bagi masing-masing pihak untuk melaksanakan prestasi tersebut. Kewajiban utama penjual adalah menyerahkan ruko sebagai objek perjanjian jual beli pada dasarnya hak utama dari pembeli dan demikian pula sebaliknya, kewajiban utama pembeli membayar harga ruko sesuai dengan perjanjian jual beli yang merupakan hak utama dari penjual. Hal ini berarti ada hubungan timbal balik antara kewajiban penjual ruko dan kewajiban pembeli ruko dengan hak-hak dari masing-masing pihak.

Setiap hubungan hukum yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat tidak luput dari suatu sengketa baik yang dapat dinilai dalam skala kecil atau bahkan skala besar. Hal ini pun terjadi di dalam perjanjian jual beli ruko antara penjual dengan pembeli. Perjanjian jual beli apabila tidak terlaksana dengan baik disebabkan salah satu pihak telah terbukti melakukan perbuatan ingkar janji atau wanprestasi dan tidak beritikad baik untuk menyelesaikannya. Terjadinya wanprestasi tersebut, maka pihak yang dirugikan mengajukan gugatan agar pihak yang menimbulkan kerugian memberikan kompensasi atau ganti rugi akibat perbuatan wanprestasi tersebut.
Wanprestasi dalam perjanjian jual beli seperti dalam putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 113/Pdt.G/2024/PN.Mdn dengan penggugat  Hendri Ongso menggugat dengan surat gugatan tanggal 5 Februari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 5 Februari 2024 dalam Register Nomor 113/Pdt.G/2024/PN-Mdn telah mengajukan gugatan  bahwa Penggugat pemilik nama Toko Sentosa Jaya Grosir Sandal dan Sepatu sejak tahun 2019 yang mana usaha tersebut beralamat di Jl. Sutomo, No.306. Terggugat I (Walisi) selaku pemilik Toko Usaha Jaya, beralamat di Jl. Sutomo, Tergugat II (Paiman) sebagai pemilik Toko Buana beralamat di Jl.Sutomo dan Tergugat III (Ricky Pratama Wibowo) sebagai Pemilik Toko Berkat Abadi, yang mana Tergugat I dengan Tergugat II adalah saudara Kandung, dan Tergugat III adalah Keponakan dari Tergugat I dan II. Penggugat dan Tergugat I dan II menjalin bisnis jual beli Sepatu dan Sendal sejak 01 September 2019, sedangkan Penggugat dan Tergugat III menjalin bisnis jual beli Sepatu dan Sendal sejak 18 April 2022, yang mana Para Tergugat selaku penjual/penyuplai barang dan Penggugat selaku pembeli.

Hubungan hukum antara Penggugat dengan Para Tergugat merupakan hubungan hukum Perdata perjanjian jual beli barang jenis sepatu dan sandal atas dasar kesepakatan bersama antara Penggugat dengan Para Tergugat secara lisan dan dilihat dari kebiasaan Penggugat melakukan pembayaran pembelian barang kepada Para Tergugat sejak tahun 01 September 2019 2019 sampai dengan Oktober 2023, oleh karena itu perbuatan Penggugat bukan merupakan perbuatan tindak pidana penipuan dan penggelapan (pasal 372 dan 378 KUHP) sebagaimana yang di tuduhkan oleh Para Tergugat kepada Penggugat.

Perjanjian secara lisan yang telah dibangun oleh Penggugat dengan Para Tergugat tentang sitem pembayaran tersebut menjadi kebiasaan dan menjadi aturan bagi Penggugat dan Para Tergugat. Perjanjian secara lisan dan kebiasan diantara Penggugat (Hendry Ongso) dengan Tergugat I (Walisi), Tergugat II (Paiman) dan Tergugat III (Ricky) menjadi Peraturan/undang-undang bagi mereka (Asas pacta sunt servanda) merupakan salah satu asas yang terdapat di dalam sebuah perjanjian. Dari berbagai asas yang ada di dalam perjanjian, asas pacta sunt servanda di anggap sebagai asas paling fundamental karena melandasi lahirnya sebuah perjanjian, sehingga dalam hukum positif rumusan normanya berarti setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya;
Berdasarkan latar belakang di atas, maka dipilih judul skripsi “Tinjauan Yuridis Perbuatan Melawan Hukum Dalam Perjanjian Jual Beli Secara Lisan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 113/Pdt.G/2024/ PN.Mdn)”.

Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam  penyusunan skripsi ini adalah :

Bagaimana unsur-unsur perbuatan melawan dalam perjanjian jual beli ?
Bagaimana pertanggungjawaban perbuatan melawan hukum dalam  Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 113/Pdt.G/2024/ PN.Mdn ?
Bagaimana pertimbangan hukum majelis hakim Pengadilan dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 113/Pdt.G/2024/ PN.Mdn?
Tujuan Penulisan

Tujuan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

Untuk mengetahui  bentuk unsur-unsur perbuatan melawan dalam perjanjian jual beli.
Untuk  mengetahui pertanggungjawaban perbuatan melawan hukum dalam  Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 113/Pdt.G/2024/ PN.Mdn.

Untuk  mengetahui pertimbangan hukum majelis hakim Pengadilan dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 113/Pdt.G/2024/ PN.Mdn.
Manfaat Penulisan

Adapun yang menjadi manfaat penulisan dalam  skripsi ini adalah sebagai berikut :

Secara teoritis untuk menambah dan memperluas wawasan ilmu  pengetahuan dan memberikan sumbangan  pemikiran dalam   rangka  pengembangan  ilmu  hukum khususnya tentang perbuatan melawan hukum dalam perjanjian jual beli.

Secara praktis memberikan informasi kepada masyarakat tentang penyelesaian hukum jika terjadi perselisihan apabila terjadi perbuatan melawan hukum dalam perjanjian jual beli.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Perbuatan Melawan Hukum

Pengertian Perbuatan Melawan Hukum

Perbuatan melawan hukum adalah tindakan  dari seseorang yang dengan sengaja melakukan pelanggaran   terhadap suatu  ketentuan, sehingga dengan  adanya   pelanggaran  tersebut   telah menimbulkan kerugian pula bagi orang lain.

Pengertian  melawan hukum yang dikemukakan  oleh   Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPerdata), yang secara jelas menyebutkan akibat dari adanya tindakan atau kesalahan seseorang  tersebut menimbulkan  kerugian bagi orang lain dan mewajibkan  orang yang karena perbuatannya untuk mengganti kerugian tersebut.

Perbuatan   melawan   hukum dalam   arti  sempit  diartikan bahwa "orang yang berbuat pelanggaran terhadap orang  lain  atau ia telah berbuat bertentangan dengan suatu kewajiban hukumnya sendiri".
 Pengadilan dahulu menafsirkan melawan hukum sebagai hanya pelanggaran dari pasal-pasal hukum tertulis semata-mata (pelanggaran perundang-undangan yang berlaku), tetapi sejak tahun 1919 terjadi perkembangan di negeri Belanda, dengan mengartikan perkataan melawan hukum bukan hanya untuk pelanggaran perundang- undangan tertulis semata-mata, melainkan juga melingkupi atas setiap pelanggaran terhadap kesusilaan atau kepantasan dalam pergaulan hidup masyarakat.

Setelah  adanya Arrest dari Hoge Raad  1919  Nomor 110  tanggal 31 Januari 1919, maka pengertian  perbuatan melawan hukum lebih diperluas, yaitu hal berbuat atau tidak berbuat  itu adalah  melanggar hak  orang lain, atau itu adalah bertentangan  dengan kewajiban  hukum dari orang yang berbuat (sampai  di sini  adalah merupakan perumusan dari pendapat  yang sempit), atau  berlawanan  baik  dengan   kesusilaan maupun  melawan   kepantasan yang seharusnya  ada  di dalam lalu lintas masyarakat terhadap diri atau benda orang lain)".10
Pengertian perbuatan melawan hukum dalam  arti luas berdasarkan pernyataan di  atas,  bahwa  perbuatan  itu tidak saja melanggar hak orang  lain  dan bertentangan dengan kewajiban hukum dari pelakunya atau yang berbuat,  tetapi perbuatan  itu  juga  berlawanan dengan kesusilaan  dan kepantasan terhadap  diri  atau benda   orang  lain,  yang seharusnya  ada   di dalam masyarakat, dalam arti bertentangan  dengan ketentuan-ketentuan yang tidak tertulis, seperti adat istiadat dan lain-lain.

Sejak tahun 1919 tersebut, di negeri Belanda dan demikian juga di Indonesia, perbuatan melawan hukum telah diartikan secara luas, yakni mencakup salah satu dari perbuatan-perbuatan sebagai berikut : 

Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri. 

Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan. 

Perbuatan yang bertentangan dengan kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat yang baik.

Perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain (inbreuk op eens anders recht) termasuk salah satu perbuatan yang dilarang oleh Pasal 1365 KUH Perdata. Hak-hak yang dilanggar tersebut adalah hak- hak seseorang yang diakui oleh hukum, termasuk tetapi tidak terbatas pada hak-hak sebagai berikut :

Hak- hak pribadi (persoonlijkheidscrechten). 

Hak-hak kekayaan (vermogensrecht). 

Hak-hak kebebasan. 

Hak atas kehormatan dan nama baik.

Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri  juga termasuk ke dalam kategori perbuatan melawan hukum jika perbuatan tersebut bertentangan dengan kewajiban hukum (rechtsplicht) dari pelakunya. Dengan istilah “kewajiban hukum”, yang dimaksudkan adalah bahwa suatu kewajiban yang diberikan oleh hukum terhadap seseorang, baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Jadi, bukan hanya bertentangan dengan hukum tertulis (wettelijk plicht), melainkan juga bertentangan dengan hak orang lain menurut undang-undang (wettelijk recht). Karena itu pula, istilah yang dipakai untuk perbuatan melawan hukum adalah onrechtmatige daad, bukan onwetmatige daad.
Tindakan yang melanggar kesusilaan yang oleh masyarakat telah diakui sebagai hukum tidak tertulis juga dianggap sebagai perbuatan melawan hukum. Karena itu, manakala dengan tindakan melanggar kesusilaan itu telah terjadi kerugian bagi pihak lain, maka pihak yang menderita kerugian tersebut dapat menuntut ganti rugi berdasarkan atas perbuatan melawan hukum sebagaimana yang disebutkan pada Pasal 1365 KUHPerdata. 

Perbuatan yang bertentangan dengan kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat yang baik ini disebut dengan istilah zorgvuldigheid yang juga dianggap sebagai suatu perbuatan melawan hukum. Jadi jika seseorang melakukan tindakan yang merugikan orang lain, tidak secara melanggar pasal-pasal dari hukum tertulis, mungkin masih dapat dijerat dengan perbuatan melawan hukum, karena tindakannya tersebut bertentangan dengan prinsip-prinsip kehati-hatian atau keharusan dalan pergaulan masyarakat. Keharusan dalam masyarakat tersebut tentunya tidak tertulis, tetapi diakui oleh masyarakat yang bersangkutan.
Abdulkadir  Muhammad berpendapat, bahwa  perbuatan melawan hukum dalam arti sempit hanya  mencakup  Pasal 1365  KUHPerdata, dalam  arti pengertian   tersebut dilakukan  secara terpisah antara kedua pasal  tersebut. Sedangkan pengertian perbuatan melawan hukum dalam arti luas  adalah merupakan penggabungan  dari  kedua  pasal tersebut. Perbuatan   dalam  arti perbuatan  melawan   hukum meliputi perbuatan positif, yang dalam bahasa  asli bahasa  Belanda  daad (Pasal  1365)  dan perbuatan negatif,  yang  dalam  bahasa  asli bahasa   Belanda nataligheid (kelalaian)  atau  onvoorzigtgheid (kurang  hati-hati)  seperti ditentukan dalam  Pasal 1365 KUHPerdata.

Pasal 1365 KUHPerdata untuk orang-orang yang betul-betul berbuat, sedangkan dalam Pasal 1366 KUHPerdata itu untuk orang yang tidak berbuat. Pelanggaran  kedua pasal ini mempunyai  akibat  hukum yang sama, yaitu mengganti kerugian. Perumusan  perbuatan positif Pasal 1365 KUHPerdata dan perbuatan negatif Pasal 1366 KUHPerdata  hanya mempunyai  arti sebelum ada putusan  Mahkamah  Agung Belanda  31 Januari  1919,  karena pada waktu  itu pengertian  melawan hukum (onrechtmatigedaad)  itu  masih sempit. Setelah pada putusan Mahkamah Agung  Belanda tersebut, pengertian melawan hukum itu sudah menjadi lebih  luas. Ketentuan Pasal 1366  KUHPerdata itu sudah termasuk pula dalam rumusan Pasal 1365 KUHPerdata.

Berdasarkan pengertian perbuatan melawan hukum  di atas,  baik yang secara etimologi,  KUHPerdata, keputusan Mahkamah Agung Belanda  dengan Arrestnya  tanggal  31 Januari 1919  dan  pendapat  para sarjana hukum, walaupun saling berbeda antara  satu sama lainnya,  namun mempunyai maksud dan tujuan  yang  sama, yaitu   memberi  penegasan  terhadap tindakan-tindakan seseorang yang telah melanggar hak orang lain atau  yang bertentangan dengan   kewajiban   hukumnya    sendiri, sementara tentang hal tersebut telah ada aturannya  atau ketentuan-ketentuan   yang mengaturnya,   baik secara tertulis maupun tidak tertulis, seperti adat kebiasaan dan lain sebagainya.

Unsur-Unsur Perbuatan Melawan Hukum

Unsur-unsur  yang  harus dipenuhi  agar  seseorang dapat dikatakan telah melakukan perbuatan melawan  hukum ialah :

Perbuatan itu harus melawan hukum (onrechtmatig).

Unsur pertama ini, sebenarnya terdapat dua pengertian, yaitu perbuatan dan melawan hukum. Keduanya saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Keterkaitan ini dapat dibuktikan dengan dua cara, yaitu dengan cara penafsiran bahasa, melawan hukum menerangkan sifatnya dari perbuatan itu dengan kata lain melawan hukum merupakan kata sifat, sedangkan perbuatan merupakan kata kerja. Sehingga dengan adanya suatu perbuatan yang sifatnya melawan hukum, maka terciptalah kalimat yang menyatakan perbuatan melawan hukum. 

Pengertian perbuatan melawan hukum dalam arti sempit, hanya meliputi hak orang lain, dan kewajiban si pembuat yang bertentangan atau hanya melanggar hukum/undang-undang saja. Pendapat ini dikemukakan sebelum adanya arrest Hoge Raad Tahun 1919. Sedangkan dalam arti luas, telah meliputi kesusilaan dan kepatutan yang berlaku dalam lalu lintas masyarakat terhadap diri dan barang-barang orang lain. Pendapat ini dikemukakan setelah pada waktu arrest Hoge Raad Tahun 1919 digunakan.

Perbuatan itu harus menimbulkan kerugian.

Kerugian yang dimaksud di dalam unsur kedua ini, undang-undang tidak hanya menjelaskannya tentang ukurannya dan yang termasuk kerugian itu. Undang-undang hanya menyebutkan sifat dari kerugian tersebut, yaitu materiil dan immateriil. “Kerugian ini dapat bersifat kerugian materil dan kerugian immateril, apa ukurannya, apa yang termasuk kerugian itu, tidak ada ditentukan lebih lanjut dalam undang-undang sehubungan dengan perbuatan melawan hukum”.

Termasuk kerugian yang bersifat materil dan immateril ini adalah :
Materil, maksudnya bersifat kebendaan (zakelijk). Contohnya : Kerugian karena kerusakan tubrukan mobil, rusaknya rumah, hilangnya keuntungan, keluarnya ongkos barang dan sebagainya. 

Immateril, maksudnya bersifat tidak kebendaan. Contohnya : Dirugikan nama baik seseorang, harga diri, hilangnya kepercayaan orang lain, membuang sampah (kotoran) di pekarangan orang lain hingga udara tidak segar pada orang itu atau polusi, pencemaran lingkungan, hilangnya langganan dalam perdagang.

Berdasarkan pernyataan di atas, apakah contoh-contoh tersebut telah memenuhi ukuran dari kerugian yang diisebabkan oleh perbuatan melawan hukum. Hal ini dapat saja terjadi, karena undang-undang itu sendiri tidak ada mengaturnya. Namun demikian bukan berarti orang yang dirugikan tersebut dapat menuntut kerugian orang lain tersebut sesuka hatinya. Karena ada pendapat yang mengatakan  Hoge Raad berulang-ulang telah memutuskan, bahwa kerugian yang timbul karena perbuatan melawan hukum, ketentuannya sama dengan ketentuan yang timbul karena wanprestasi dalam perjanjian (Pasal 1246-1248), walaupun ketentuan tersebut tidak dapat langsung diterapkan. Akan tetapi jika penerapan itu dilakukan secara analogis, masih dapat diperkenankan.

Praktek hukumnya, pernyataan di atas dapat dibuktikan kebenarannya, bahwa secara umum pihak yang dirugikan selalu mendapat ganti kerugian dari si pembuat perbuatan melawan hukum, tidak hanya kerugian yang nyata saja, tetapi keuntungan yang seharusnya diperoleh juga diterimanya. Dengan demikian, kerugian yang dimaksud pada unsur kedua ini, dalam prakteknya dapat diterapkan ketentuan kerugian yang timbul karena wanprestasi dalam perjanjian. Walaupun penerapan ini hanya bersifat analogi. Namun tidak menutup kemungkinan terlaksananya penerapan ketentuan tersebut terhadap perbuatan melawan hukum. Alasannya, karena tidak adanya pengaturan lebih lanjut dari Undang-undang tentang hal tersebut.

Perbuatan itu hanya dilakukan dengan kesalahan 

Kesalahan dalam uraian ini, ialah perbuatan yang disengaja atau lalai melakukan suatu perbuatan atau yang perbuatan itu melawan hukum (onrechtmatigedaad). Menurut hukum perdata, seseorang itu dikatakan bersalah jika terhadapnya dapat disesalkan bahwa ia telah melakukan/tidak melakukan suatu perbuatan yang seharusnya dihindarkan. Perbuatan yang seharusnya dilakukan/tidak dilakukan itu tidak terlepas dari pada dapat atau tidaknya hal-hal itu dikira-dira. Dapat dikira-kira itu harus diukur secara objektif, artinya manusia normal dapat mengira-ngirakan dalam keadaan tertentu perbuatan seharusnya dilakukan/tidak di lakukan.

Perbuatan melawan hukum itu adalah perbuatan yang sengaja atau lalai melakukan suatu perbuatan. Kesalahan dalam unsur ini merupakan suatu perbuatan yang dapat dikira-kira atau diperhitungkan oleh pikiran manusia yang normal sebagai tindakan yang dilakukan atau tidak dilakukannya perbuatan itu. Dengan demikian, melakukan atau tidak melakukan dapat dikategorikan ke dalam bentuk kesalahan. 

Pendapat lain yang menyatakan bahwa "kesalahan itu dapat terjadi, karena : disengaja dan tidak disengaja".
 Tentunya yang dimaksud dengan disengaja dan tidak disengaja dalam pernyataan di atas adalah dalam hal perbuatan. Disengaja dan tidak disengaja berarti kesalahan itu dapat terjadi dan dilakukan akibat dari suatu kelalaian. Jika kelalaian dapat dianggap suatu unsur dari kesalahan, maka menurut pandangan hukum, kodrat manusia sebagai makhluk yang tidak pernah luput dari kesalahan dan kesilapan, merupakan satu pedoman dasar di dalam menentukan bahwa perbuatan itu termasuk ke dalam suatu perbuatan yang melawan hukum dan tidak dapat dipungkiri lagi. Tetapi di dalam kenyataannya, kenapa masih banyak orang yang telah melakukan perbuatan melawan hukum, dapat menghindari dirinya dari tuduhan dan gugatan tersebut dalam arti mengingkari perbuatan melawan hukum yang ditunjukkan kepadanya. 

Perbuatan yang memang disengaja, berarti sudah ada niat dari pelakunya atau si pembuat. Tetapi jika perbuatan itu tidak disengaja untuk dilakukan, dalam arti unsur kesilapan, suatu contoh dalam hal pembayaran harga barang dalam jual beli tanah yang dilakukan si pembeli, apakah si pembeli dapat dikatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum, menurut pendapat di atas. Atau seorang kasir pada suatu bank, yang silap melakukan perhitungan terhadap rekening si nasabah. Apakah perbuatan si kasir tersebut dapat dikatakan sebagai suatu kesalahan dan kepadanya dapat digugat Pasal 1365 KUHPerdata tersebut.

Antara perbuatan dan kerugian ada hubungan kausal.

Pasal 1365 KUHPerdata, hubungan kausal ini dapat terlihat dari kalimat perbuatan yang karena kesalahaannya menimbulkan kerugian. Kerugian itu timbul disebabkan adanya perbuatan, atau kerugiaan itu merupakan akibat dari perbuatan. Hal yang menjadi masalah di sini, apakah kerugian itu merupakan akibat perbuatan, sejauhmanakah hal ini dapat dibuktikan kebenarannya. Jika antara kerugian dan perbuatan terdapat hubungan kausalitas (sebab akibat), maka sudah pasti dapat dikatakan bahwa setiap kerugian merupakan akibat dari suatu perbuatan. Apakah pendapat tersebut tidak bertentangan dengan hukum alam, yang menyatakan bahwa terjadinya alam ini, mengalami beberapa proses yang 

Hubungan kausalitas  tersebut terdiri dari beberapa  sebab  yang merupakan  peristiwa,  sehingga kerugian  bukan hanya disebabkan adanya  perbuatan,  tetapi   terdiri dari beberapa syarat dari perbuatan. Hubungan kausalitas  antara perbuatan yang dilakukan dengan kerugian yang terjadi merupakan syarat dari suatu perbuatan melawan hukum. 
Hubungan kausalitas tersebut tidak termasuk ke dalam unsur-unsur perbuatan melawan hukum disebabkan tidak terdapatnya hubungan kausalitas tersebut di dalam pengertian Pasal 1365 KUHPerdata, sehingga sarjana tersebut hanya melihat hal-hal yang jelas dan nyata saja dari bunyi pasal tersebut, dalam arti ia hanya melihat hal-hal yang tersurat. Sedangkan hubungan kausalitas menurut pendapat sarjana yang lain, itu merupakan hal yang tersirat. Sehingga tidak perlu disebutkan sebagai salah satu unsur.

Unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang dikemukakan oleh para sarjana di atas mempunyai maksud dan tujuan yang sama, yaitu memberi penjelasan dan penegasan terhadap kriteria-kriteria dari suatu perbuatan yang melawan hukum yang tujuannya menerangkan bahwa perbuatan itu merupakan perbuatan melawan hukum.

Subjek Perbuatan Melawan Hukum

Menurut Marheinis Abdulhay bahwa "yang  dinyatakan bersalah adalah subjek hukum atau orang (person), karena subjek diakui mempunyai hak dan kewajiban".
 Setiap ada perbuatan dalam pergaulan masyarakat, baik perbuatan melawan hukum atau perbuatan yang lain maka harus ada pelakunya. Pelaku inilah yang melakukan perbuatan, dan untuk menilai perbuatan ini baik atau salah maka diperlukan atau digunakan hukum atau norma.

Perbuatan yang dipertanggungjawabkan kepada seseorang adalah karena perbuatan melawan hukum yang dilakukannya dan perbuatan tersebut menimbulkan kerugian pada orang lain. Semua ini tujuannya untuk memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat dan sebagai pendukung hak dan kewajiban, bukan saja manusiawi tapi badan hukum juga termasuk di dalamnya. Badan hukum  sebagai subjek hukum, maka badan hukum juga dapat melakukan perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaad) sehingga padanya dapat juga dimintakan pertanggungjawaban.

Tinjauan Umum Tentang Perjanjian

Pengertian dan Dasar Hukum Perjanjian

Pasal 1313 KUHPerdata bahwa perjanjian adalah “suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”. Berdasarkan ketentuan pasal di atas, pembentuk Undang-Undang tidak menggunakan istilah perjanjian tetapi memakai kata persetujuan. 

Menurut para sarjana, antara lain Abdul Kadir Muhammad bahwa rumusan perjanjian dalam KUHPerdata itu kurang memuaskan, karena mengandung beberapa kelemahan yaitu. 

Hanya menyangkut sepihak saja

Hal ini diketahui dari perumusan “satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih lainnya”. Kata kerja “mengikatkan” sifatnya hanya datang dari satu pihak saja, tidak dari kedua belah pihak. Seharusnya perumusan itu “saling mengikatkan diri”, jadi ada konsensus antara pihak-pihak.

Kata perbuatan mencakup juga tanpa konsesus

Dalam pengertian “perbuatan” termasuk juga tindakan  melaksanakan tugas tanpa kuasa (zaakwaarneming), tindakan melawan hukum (onrechtmatige daad) yang tidak mengandung konsesus. Seharusnya dipakai kata “persetujuan”.

Pengertian perjanjian terlalu luas

Pengertian perjanjian dalam pasal tersebut di atas terlalu luas, karena mencakup juga pelangsungan perkawinan, janji kawin, yang diatur dalam lapangan hukum keluarga. Padahal yang dimaksud adalah hubungan antara debitur dan kreditur dalam lapangan harta kekayaan saja. Perjanjian yang dikehendaki oleh buku ketiga KUH Perdata sebenarnya hanyalah perjanjian yang bersifat kebendaan bukan perjanjian yang bersifat personal. 

Tanpa menyebut tujuan

Dalam perumusan pasal itu tidak di sebutkan tujuan mengadakan perjanjian, sehingga pihak-pihak mengikatkan diri tidak jelas untuk apa.
 
Sudikno Mertokusumo mengatakan bahwa perjanjian adalah “hubungan antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan hukum”.
  M. Yahya Harahap mengatakan perjanjian adalah “hubungan hukum kekayaan/harta benda antara dua orang atau lebih, yang memberi kekuatan hak pada satu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk menunaikan prestasi”.

R. Wirjono Prodjodikoro mengatakan perjanjian adalah suatu perhubungan hukum mengenai  harta benda kekayaan antara dua pihak, dalam mana satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan suatu hal atau untuk tidak melakukan sesuatu hal, sedang pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu.

Berdasarkan pengertian perjanjian tersebut di atas, maka diketahui bahwa unsur-unsur yang membentuk pengertian perjanjian adalah :

Terdapatnya para pihak yang berjanji;

Perjanjian itu didasarkan kepada kata sepakat / kesesuaian hendak;

Perjanjian merupakan perbuatan hukum atau hubungan hukum;

Terletak dalam bidang harta kekayaan;

Adanya hak dan kewajiban para pihak;

Menimbulkan akibat hukum yang mengikat.

Berdasarkan 6 (enam) unsur tersebut ada hal yang perlu diperjelas, misalnya perubahan konsep perjanjian yang menurut paham KUHPerdata dikatakan perjanjian hanya merupakan perbuatan (handeling), selanjutnya oleh para sarjana di sempurnakan menjadi perbuatan hukum dan perkembangan terakhir dikatakan sebagai hubungan hukum. 

Sudikno Mertokusumo menjelaskan perbedaan perbuatan hukum dan hubungan hukum yang melahirkan konsep perjanjian sebagai berikut : bahwa perbuatan hukum (rechtshandeling) yang selama ini di maksudkan dalam pengertian perjanjian adalah satu perbuatan hukum bersisi dua (een tweezijdigerechtshandeling) yakni perbuatan penawaran (aanbod) dan penerimaan (aanvaarding). Berbeda halnya kalau perjanjian dikatakan sebagai dua perbuatan hukum yang masing-masing berisi satu (twee eenzijdige rechtshandeling) yakni penawaran dan penerimaan yang didasarkan kepada kata sepakat antara dua orang yang saling berhubungan untuk menimbulkan akibat hukum, maka konsep perjanjian yang demikian merupakan suatu hubungan hukum (rechtsverhoudingen). 

Sehubungan dengan perkembangan pengertian perjanjian tersebut, Purwahid Patrik menyimpulkan bahwa “perjanjiian dapat di rumuskan sebagai hubungan hukum antara dua pihak dimana masing-masing melakukan perbuatan hukum sepihak, penawaran dan penawaran”.

Perjanjian adalah perbuatan hukum yang melahirkan hubungan hukum yang terletak di dalam lapangan hukum harta kekayaan  diantara dua orang atau lebih yang menyebabkan pihak  yang satu  berhak  atas  sesuatu  dan pihak lain mempunyai kewajiban untuk melakukan atau memberi  sesuatu.  Atau dengan  kata  lain  pihak  yang  mempunyai  hak  disebut kreditur sedangkan pihak yang  mempunyai   kewajiban disebut debitur.

Jelaslah bahwa yang menjadi  subjek  perjanjian adalah  kreditur  dan debitur. Perjanjian  itu  tidak hanya  harus  antara seorang debitur dengan seorang kreditur   saja,  tetapi  beberapa   orang kreditur berhadapan  dengan seorang debitur atau sebaliknya. Juga jika pada mulanya kreditur terdiri dari beberapa orang  kemudian yang tinggal hanya  seorang  kreditur saja berhadapan dengan seorang debitur juga tidak menghalangi perjanjian itu.

Berdasarkan perumusan perjanjian, maka suatu perjanjian mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Ada pihak-pihak minimal dua pihak :

Dikatakan pihak bukan orang karena mungkin sekali dalam suatu perikatan terlibat lebih dari dua orang, tetapi pihaknya tetap dua.

Ada persetujuan antara para pihak, mengenai :

Tujuan;

Prestasi;

Bentuk tertentu lisan/tulisan;

Syarat tertentu yang merupakan isi perjanjian.

Subjek dan Objek Perjanjian

Subjek perjanjian adalah “pihak-pihak yang terkait dengan suatu perjanjian. KUHPerdata membedakan tiga golongan yang tersangkut pada, yaitu para pihak yang mengadakan perjanjian, ahli waris mereka dan pihak ketiga”.
 Subjek perjanjian terdiri dan orang dan badan hukum, dan dalam perjanjian, para pihak dibagi menjadi kreditur dan debitur. Kreditur adalah pihak yang berhak atas sesuatu (prestasi) dan pihak debitur, dan debitur bekewajiban memenuhi sesuatu kepada pihak kreditur. 

Badan hukum Perseroan Terbatas (PT) dan Badan Usaha Koperasi. sebagai subjek hukum dapat bertindak sebagai manusia. Dalam pembuatan perjanjian, jika badan hukum bertindak sebagai subjek hukum, maka harus diwakili oleh orang atau manusia. Manusia sebagai wakil itu harus bisa bertindak melakukan perbuatan hukum sesuai Pasal 1330 KUHPerdata.

Objek bukti adalah segala sesuatu yang berguna bagi subjek hukum, dan yang menjadi objek perjanjian adalah prestasi. Prestasi merupakan hal yang harus dilakukan oleh masing-masing pihak. Prestasi adalah kewajiban salah satu pihak dan pihak lain berhak untuk menuntut hal itu. Dalam perjanjian, debitur wajib melakukan perbuatan tertentu yang telah ditetapkan dalam perjanjian dan dalam melakukan perbuatan itu debitur harus mematuhi semua ketentuan dalam perjanjian, debitur bertanggungjawab atas perbuatannya yang tidak sesuai dengan ketentuan perjanjian.

Objek dari perjanjian atau prestasi harus dipenuhi oleh pihak-pihak yang mengadakan perjanjian sesuai dengan apa yang diperjanjikan. Jika salah satu pihak tidak memenuhi prestasinya, maka pihak yang tidak memenuhi prestasi tersebut dikatakan wanprestasi. Namun, hal tesebut dapat dikecualikan dalam hal memaksa atau overmacht, dimana salah satu pihak tidak dapat memenuhi prestasinya karena sebab diluar dirinya seperti meninggal dunia, bencana alam, kecelakaan, dan lain-lain. “Objek perjanjian tidak boleh samar- samar sebab, objek perjanjian yang jelas dapat memberikan jaminan kepada para pihak pembuat perjanjian dan mencegah perjanjian yang fiktif”.

Syarat Sahnya Suatu Perjanjian 

Keberhasilan suatu bisnis yang menjadi tujuan akhir para pihak hendaknya senantiasa memperhatikan aspek kontraktual yang membingkai aktivitas bisnis tersebut. Dengan demikian, bagaimana agar bisnis berjalan sesuai dengan tujuan akan berkorelasi dengan struktur kontrak yang dibangun bersama. “Kontrak akan melindungi proses bisnis para pihak apabila pertama-tama dan terutama kontrak tersebut dibuat secara sah karena hal ini menjadi penentu proses hubungan hukum selanjutnya.

Membicarakan tentang saat lahirnya perjanjian, maka  tidak terlepas dari asas konsensualisme. Konsensual (konsensualisme) artinya kesepakatan, persesuaian kehendak. Dengan kesepakatan dimaksudkan bahwa diantara pihak-pihak yang bersangkutan tercapai  suatu persesuaian kehendak. Artinya  apa  yang dikehendaki  oleh pihak yang satu juga dikehendaki  oleh pihak lainnya. Kedua kehendak itu bertemu dalam  sepakat tersebut. 

Tercapainya sepakat ini dinyatakan oleh kedua belah   pihak  dengan  mengucapkan   perkataan-perkataan setuju  dan lain sebagainya ataupun dengan bersama-sama menaruh tanda tangan di bawah  pernyataan-pernyataan tertulis  sebagai tanda bukti bahwa mereka  kedua  belah pihak menyetujui segala apa yang tertera di atas perjanjian. 

KUHPerdata  menentukan empat syarat yang  harus ada  pada  setiap perjanjian, sebab  dengan  dipenuhinya syarat-syarat  inilah suatu perjanjian itu berlaku  sah.  Adapun keempat syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 KUHPerdata tersebut adalah:

Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.

Kesepakatan adalah persesuaian pernyataan kehendak anatara satu orang atau lebih dengan pihak lainnya. Kedua subjek yang mengadakan perjanjian itu harus bersepakat, setuju atau seia-sekata mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian yang diadakan itu. Apa yang dikehendaki oleh pihak yang satu, juga dikehendaki oleh pihak lain. Mereka menghendaki sesuatu yang sama secara timbal balik. 

Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya mengandung makna bahwa para pihak yang membuat perjanjian telah sepakat atau ada persesuaian kemauan atau saling menyetujui kehendak masing-masing yang dilahirkan oleh para pihak dengan tidak ada paksaan, kekeliruan, dan penipuan. Persetujuan mana dapat dinyatakan secara tegas maupun diam-diam. Sehubungan dengan syarat kesepakatan mereka yang mengikatkan diri, terdapat beberapa hal yang merupakan faktor yang dapat menimbulkan cacad pada kesepakatan tersebut yang dicantumkan dalam Pasal 1321 KUHPerdata yang berbunyi: Tiada sepakat yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan, atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan.

Berdasarkan ketentuan tersebut, perjanjian dikatakan tidak memenuhi syarat kesepakatan kehendak apabila terdapat unsur-unsur antara lain: 

Kekhilafan 

Kekhilafan dapat terjadi mengenai orang atau mengenai barang yang menjadi tujuan pihak-pihak yang mengadakan perjanjian. Kekhilafan mengenai orang terjadi misalnya jika seorang direktur opera membuat kontrak dengan orang yang dikiranya sebagai penyanyi tersohor, tetapi kemudian ternyata bukan orang yang dimaksud, hanya namanya saja yang kebetulan sama. Kekhilafan mengenai barang terjadi misalnya jika orang membeli sebuah lukisan yang dikiranya lukisan Basuki Abdullah tetapi kemudian hanya turunan saja. 

Paksaan

Dimaksud dengan paksaan ialah kekerasan jasmani atau ancaman (akan membuka rahasia) dengan sesuatu yang diperbolehkan hukum yang menimbulkan ketakutan pada seseorang sehingga ia membuat perjanjian. Jadi, bukanlah paksaan dalam arti absolut, misalnya seseorang yang lebih kuat memegang tangan seseorang yang lebih lemah dan membuat ia mencantumkan tanda tangan pada sebuah perjanjian sebab dalam hal yang demikian itu perjanjian sama sekali tidak terjadi.

Penipuan

Penipuan dalam suatu kontrak adalah suatu tipu muslihat yang dipakai oleh salah satu pihak sehingga menyebabkan pihak lain dalam kontrak tersebut telah menandatangani kontrak tersebut, tipu muslihat yang dimaksud di sini haruslah bersifat substansial. Pihak yang menipu bertindak aktif untuk menjerumuskan lawan baik dengan keterangan palsu maupun tipu muslihat lainnya dan pihak yang merasa tertipu harus mampu membuktikannya untuk pembatalan perjanjian.

Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian.

Cakap untuk membuat suatu perjanjian berdasarkan Pasal 1329 KUHPerdata adalah: Setiap orang adalah cakap untuk membuat perikatan-perikatan, jika ia oleh undang-undang tidak dinyatakan tak cakap. Dimaksud dengan tidak cakap untuk membuat suatu perjanjian berdasarkan Pasal 1330 KUH Perdata bahwa tidak cakap untuk membuat suatu perjanjian adalah: 

Orang-orang yang belum dewasa; 
Mereka yang ditaruh di bawah pengampuan; 
Orang-orang perempuan, dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undangundang, dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu.
Suatu hal tertentu.

Salah satu syarat sahnya suatu perjanjian adalah adanya unsur suatu hal tertentu. Suatu hal tertentu adalah objek dari suatu perjanjian. Suatu perjanjian haruslah mempunyai objek (bepaald onderwerp) tertentu, sekurang-kurangnya dapat ditentukan.

Beberapa persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang (KUH Perdata) terhadap objek tertentu dari perjanjian, khususnya jika objek perjanjian tersebut berupa barang adalah:

Barang yang merupakan objek perjanjian tersebut haruslah barang yang dapat diperdagangkan. Pasal 1332 KUH Perdata ditentukan bahwa: Hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan saja dapat menjadi pokok suatu perjanjian. Barang-barang yang dapat dijadikan obyek perjanjian hanyalah barang-barang yang dapat diperdagangkan karena lazimnya barang-barang yang dipergunakan untuk kepentingan umum dianggap sebagai barang-barang di luar perdagangan, sehingga tidak bisa dijadikan obyek perjanjian.

Pada saat perjanjian dibuat, minimal barang tersebut sudah dapat ditentukan jenisnya. Pasal 1333 ayat (1) KUHPerdata dinyatakan bahwa: “Suatu perjanjian harus mempunyai sebagai pokok suatu barang yang paling sedikit ditentukan jenisnya.

Jumlah barang tersebut boleh tidak tertentu, asal saja jumlah tersebut kemudian dapat ditentukan atau dihitung.Menurut Pasal 1333 ayat (2) KUHPerdata bahwa: Tidaklah menjadi halangan bahwa jumlah barang tidak tentu, asal saja jumlah itu terkemudian dapat ditentukan atau dihitung.

Barang tersebut dapat juga barang yang baru akan ada di kemudian hari. Pasal 1334 ayat (1) KUHPerdata, ditentukan bahwa: Barang-barang yang baru akan ada dikemudian hari dapat menjadi pokok suatu perjanjian.

Suatu sebab yang halal.

Undang-undang tidak memberikan pengertian mengenai sebab (causa), tetapi menurut Yurisprudensi yang ditafsirkan dengan causa adalah isi atau maksud dari perjanjian. Dalam Pasal 1335 KUHPerdata, dinyatakan bahwa: Suatu perjanjian tanpa sebab, atau yang telah dibuat karena sesuatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan.

Pembentuk undang-undang mempunyai pandangan bahwa perjanjian-perjanjian mungkin juga diadakan tanpa sebab atau dibuat karena sesuatu sebab yang palsu atau terlarang. Yang dimaksud dengan sebab yang terlarang dalam Pasal 1337 KUHPerdata adalah: Suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum. Perjanjian yang dibuat dengan sebab yang demikian tidak mempunyai kekuatan.
Syarat-syarat sahnya perjanjian tersebut  di atas,  kedua  syarat pertama yaitu sepakat  mereka  yang mengikatkan diri dan kecakapan untuk membuat  perjanjian dinamakan syarat subjektif karena kedua syarat  tersebut mengenai subjek perjanjian. Perjanjian yang tidak memenuhi syarat-syarat kesepakatan  mereka  yang  mengikatkan dirinya atau tidak memenuhi kecakapan untuk membuat perikatan, perjanjian tidak sah dan perjanjian tersebut dapat dibatalkan (vernietigbaar). Perjanjian yang tidak memenuhi suatu hal tertentu atau tidak memenuhi suatu sebab yang halal, perjanjian adalaj batal demi hukum (van rechtswege nietig).  

Perjanjian yang dibuat secara sah yaitu  memenuhi  syarat-syarat Pasal 1320  KUHPerdata  berlaku  sebagai  Undang-Undang  bagi  para  pihak  yang membuat  perjanjian. Artinya pihak-pihak harus  mentaati isi  perjanjian  seperti mereka  mentaati  Undang-Undang sehingga melanggar perjanjian yang mereka buat  dianggap sama  dengan  melanggar undang-undang.  Perjanjian  yang dibuat  secara sah mengikat pihak-pihak  dan  perjanjian tersebut  tidak boleh ditarik kembali  atau  membatalkan  harus   memperoleh  persetujuan  pihak  lainnya.

Tinjauan Tentang Jual Beli

Pengertian Jual Beli

Pasal 1457 KUHPerdata disebutkan bahwa jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan diri untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan. Ketentuan Pasal 1457 KUHPerdata tersebut dapat dilihat unsur-unsur dari perjanjian jual beli yaitu adanya penyerahan suatu benda dan pembayaran harga dari benda yang diserahkan. Dengan demikian jika tidak terlaksana penyerahan benda dan pembayaran akan harga benda maka dianggaplah perjanjian jual beli itu tidak pernah ada.

Berdasarkan pengertian yang diberikan Pasal 1457 KUHPerdata di atas, persetujuan jual beli sekaligus membebankan dua kewajiban yaitu : 

Kewajiban pihak penjual menyerahkan barang yang dijual kepada pembeli. 

Kewajiban pihak pembeli membayar harga barang yang dibeli kepada penjual.
 

R. Wirjono Prodjodikoro menyebutkan perkataan jual beli menunjukkan bahwa dari satu pihak perbuatan dinamakan penjual, sedangkan dari pihak yang lain dinamakan pembeli. Istilah yang mencakup dua perbuatan yang bertimbal balik itu adalah sesuai dengan istilah Belanda koop en ver koop yang satu ‘verkoop’ (menjual) sedangkan yang lainnya koop (membeli).

Menurut Salim H.S, perjanjian jual beli adalah “suatu perjanjian yang dibuat antara pihak penjual dan pihak pembeli”.
 Di dalam perjanjian itu pihak penjual berkewajiban untuk menyerahkan objek jual beli kepada pembeli dan berhak menerima harga dan pembeli berkewajiban untuk membayar harga dan berhak menerima objek tersebut.

“Perjanjian jual beli itu termasuk ke dalam jenis perjanjian timbal balik, dan perjanjian timbal balik adalah perjanjian yang menimbulkan hak dan kewajiban pokok bagi kedua belah pihak, misalnya perjanjian jual beli”.
  Berdasarkan hal tersebut di atas dapat diketahui bahwa perjanjian jual beli adalah perjanjian timbal balik yang berarti masing-masing pihak mempunyai kewajiban sebagai akibat yeng diperbuatnya. Adapun penjual wajib menyerahkan barang yang dijualnya dan sekaligus berpihak atas pembayaran dari si pembeli.

Berdasarkan   Pasal   1233  KUHPerdata   dapat diketahui  bahwa perikatan dibagi menjadi  dua  golongan besar yaitu : 

Perikatan-perikatan  yang bersumber  pada  persetujuan (perjanjian);

Perikatan-perikatan   yang  bersumber  pada   Undang-Undang.

Pasal 1352 KUHPerdata terhadap perikatan-perikatan yang bersumber pada Undang-Undang dibagi menjadi dua golongan yaitu :

Perikatan-perikatan  yang  bersumber  pada   Undang-Undang,  timbul  dari Undang-Undang saja  atau  dari undang-undang sebagai akibat perbuatan orang;

Perikatan-perikatan yang bersumber pada Undang-Undang berdasarkan perbuatan seseorang manusia. 

Menurut Pasal 1353 KUHPerdata perikatan tersebut di atas  dapat  dibagi lagi menjadi dua macam  atau  dua golongan yaitu sebagai berikut :

Perikatan-perikatan  yang bersumber  pada  Undang-Undang berdasarkan perbuatan seseorang yang tidak melanggar hukum. Misalnya sebagaimana diatur  dalam  Pasal  1354  KUHPerdata  yaitu tentang mengurus  kepentingan orang lain  secara  sukarela dan  seperti  yang diatur dalam  Pasal  1359  KUHPerdata tentang pembayaran yang tidak diwajibkan;

Perikatan-perikatan  yang bersumber  pada  Undang-Undang berdasarkan  perbuatan   seseorang   yang melanggar  hukum.  Hal ini diatur di  dalam  Pasal 1365 KUHPerdata.

Mengenai saat terjadinya perjanjian jual beli dapat dilihat pada Pasal 1458 KUHPerdata bahwa jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak. Seketika setelahnya orang-orang ini mencapai kata sepakat tentang kebendaan tersebut dan harganya meskipun kebendaan itu belum diserahkan maupun harganya belum dibayar.

Adanya ketentuan Pasal 1458 KUHPerdata ini bisa dilihat bahwa unsur yang paling utama adalah persamaan kehendak diantara penjual dengan si pembeli tentang benda dan harga. Jadi tidak boleh mengandung unsur paksaan (dwang) ataupun unsur penipuan (bedrog) yang dapat mengakibatkan cacat hukumnya perjanjian tersebut.

Unsur dalam Jual Beli

Unsur yang terkandung dalam perjanjian jual beli adalah :

Adanya subjek hukum, yaitu penjual dan pembeli;

Adanya kesepakatan antara penjual dan pembeli tentang barang dan harga;

Adanya hak dan kewajiban yang timbul antara pihak penjual dan pembeli.
 

Unsur pokok dalam perjanjian jual beli adalah barang dan harga, dimana antara penjual dan pembeli harus ada kata sepakat tentang harga dan benda yang menjadi objek jual beli. Suatu perjanjian jual beli yang sah lahir apabila kedua belah pihak telah setuju tentang harga dan barang. Sifat konsensual dari perjanjian jual beli tersebut ditegaskan dalam Pasal 1458 KUHPerdata yang berbunyi  jual beli dianggap sudah terjadi antara kedua belah pihak seketika setelah mereka mencapai kata sepakat tentang barang dan harga, meskipun barang ini belum diserahkan maupun harganya belum dibayar.

Apabila terjadi kesepakatan mengenai harga dan barang namun ada hal lain yang tidak disepakati yang terkait dengan perjanjian jual beli tersebut, jual beli tetap tidak terjadi karena tidak terjadi kesepakatan. Akan tetapi, jika para pihak telah menyepakati unsur esensial dari perjanjian jual beli tersebut, dan para pihak tidak mempersoalkan hal lainnya, klausul-klausul yang dianggap berlaku dalam perjanjian tersebut merupakan ketentuan-ketentuan tentang jual beli yang ada dalam perundang-undangan  atau biasa disebut unsur naturalia.

Walaupun telah terjadi persesuaian antara kehendak dan pernyataan, namun belum tentu barang itu menjadi milik pembeli, karena harus diikuti proses penyerahan (levering) benda yang tergantung kepada jenis bendanya yaitu : 

Benda Bergerak 

Penyerahan benda bergerak dilakukan dengan penyerahan nyata dan kunci atas benda tersebut. 

Piutang atas nama dan benda tak bertubuh 

Penyerahan akan piutang atas nama dan benda tak bertubuh lainnya dilakukan dengan sebuah akta otentik atau akta di bawah tangan. 

Benda tidak bergerak 

Untuk benda tidak bergerak, penyerahannya dilakukan dengan pengumuman akan akta.
 

Hak dan Kewajiban Dalam Perjanjian Jual Beli 
Hak dan kewajiban yang dimaksud di sini adalah hak dan kewajiban pihak pembeli dan pihak penjual dalam suatu perjanjian jual beli. Sehubungan dengan hak dan kewajiban yang dimaksud adalah merupakan suatu akibat dari diadakannya persetujuan jual beli yang telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang. Dengan kata lain, dipenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian jual beli yang mempunyai sifat obligatoir, maka akan timbul akibat hukum berupa adanya hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian jual beli tersebut.

Hak dan kewajiban penjual 

Menyerahkan hak milik atas barang yang diiperjual belikan 

KUHPerdata mengenal tiga jenis benda yaitu benda bergerak, benda tidak bergerak dan benda tidak bertubuh maka penyerahan hak miliknya juga ada tiga macam yang berlaku untuk masing-masing barang tersebut yaitu :

Penyerahan benda bergerak 


Mengenai penyerahan benda bergerak terdapat dalam Pasal 612 KUHPerdata yang menyatakan penyerahan kebendaan bergerak, terkecuali yang tak bertubuh dilakukan dengan penyerahan yang nyata akan kebendaan itu oleh atau atas nama pemilik, atau dengan penyerahan kunci-kunci dari bangunan dalam mana kebendaan itu berada. 

Penyerahan benda tidak bergerak 


Mengenai penyerahan benda tidak bergerak diatur dalam Pasal 616-620 KUHPerdata yang menyebutkan bahwa penyerahan barang tidak bergerak dilakukan dengan balik nama. 

Penyerahan Benda Tidak Bertubuh 


Diatur dalam Pasal 613 KUHPerdata yang menyebutkan penyerahan akan piutang atas nama dilakukan dengan akta notaris atau akta di bawah tangan yang harus diberitahukan kepada debitur secara tertulis, disetujui dan diakuinya. Penyerahan tiap-tiap piutang karena surat bawa dilakukan dengan penyerahan surat itu, penyerahan tiap-tiap piutang karena surat tunjuk dilakukan dengan penyerahan surat disertai dengan endosemen. 

Menanggung kenikmatan tenteram atas barang tersebut dan menanggung terhadap cacat-cacat tersembunyi.
Perjanjian jual beli ini pihak penjual berkewajiban terhadap kedua kewajiban itu dengan berpedoman pada Pasal 1491 KUHPerdata yang menyebutkan bahwa penanggungan yang menjadi kewajiban penjual terhadap pembeli adalah untuk menjamin dua hal yaitu pertama penguasaan benda yang dijual secara aman dan tenteram, kedua terhadap adanya cacat-cacat tersembunyi atau yang menerbitkan alasan untuk pembatalan pembeliannya.

Menurut Pasal 1504 KUHPerdata disebutkan bahwa penjual diwajibkan menanggung terhadap cacat-cacat tersembunyi pada barang yang dijual yang membuat barang itu tidak sanggup untuk pemakaian sehingga pembeli mengetahui cacat itu, ia sama sekali tidak akan membeli barangnya atau tidak akan membelinya selain dengan harga yang kurang. Tetapi jika cacat yang dimaksudkan jelas kelihatan oleh pembeli pada saat perjanjian diadakan, maka penjual tidak akan menanggungnya, tetapi jika cacat itu adalah cacat tersembunyi, maka penjual yang akan bertanggung jawab atau menjaminnya. 

Hak dan Kewajiban Pembeli

Pembeli adalah menerima barang yang telah dibelinya, baik secara nyata maupun secara yuridis. Ada 3 (tiga)  kewajiban pokok pembeli yaitu sebagai berikut :

Memeriksa barang-barang yang dikirim oleh penjual;
Membayar harga barang sesuai dengan kontrak;

Menerima penyerahan barang seperti disebut dalam kontrak.

Kewajiban pembeli untuk membayar harga barang termasuk tindakan mengambil langkah-langkah dan melengkapi dengan formalitas yang mungkin dituntut dalam kontrak atau oleh hukum dan peraturan untuk memungkinkan pelaksanaan pembayaran. Tempat pembayaran di tempat yang disepakati kedua belah pihak.

Kewajiban pihak pembeli adalah : 

Membayar harga barang yang dibelinya sesuai dengan janji telah dibuat;

Memikul biaya yang ditimbulkan dalam jual beli, misalnya ongkos antar, biaya akta dan sebagainya kecuali diperjanjikan sebaliknya.
 

Hak dan kewajiban penjual pada pokoknya adalah berhak atas harga penjualan sebesar yang diperjanjikan, serta berkewajiban untuk menyerahkan barang yang dijualnya serta menanggung pemilikannya atas gangguan pihak ketiga secara terus menerus. Sebaliknya dengan pembeli yang mempunyai kewajiban utama untuk membayar harga pembelian barang yang dibelinya sebesar yang dijanjikan pada waktu dan tempat yang diperjanjikan, serta mempunyai hak pokok yaitu untuk memperoleh hak milik atas barang yang dibelinya dari pembeli serta memperoleh jaminan dari penjual atas gangguan pihak lain.
BAB III

METODE PENELITIAN

Sifat Penelitian 

Penelitian ini bersifat deskriptif, sebab hanya menggambarkan objek yang menjadi pokok permasalahan.
 Penelitian deskriptif  mengarah kepada penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang bertitik tolak dari pemasalahan dengan melihat kenyataan yang terjadi di lapangan, kemudian menghubungkannya dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jenis Penelitian
Metode pendekatan dalam penelitian ini mempergunakan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif dipergunakan untuk menganalisa peraturan perundang-undang
 yang berkaitan  dengan pengembalian ruko sebagai objek perjanjian jual beli akibat wanprestasi berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 329 K/Pdt/2019.

Sumber Data

Adapun jenis data penelitian adalah data sekunder yang bersumber dari :

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum berupa peraturan-peraturan yaitu KUHPerdata.

Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer berupa buku-buku yang berhubungan dengan objek yang diteliti.

Bahan  hukum tertier, yakni yang memberikan informasi lebih lanjut mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum.
Teknik Pengumpulan
Penelitian menggunakan metode penelitian kepustakaan (library research) berupa buku-buku ilmiah, peraturan perundang-undangan dan dokumentasi lainnya seperti jurnal serta sumber-sumber teoritis lainnya yang berhubungan dengan  pengembalian ruko sebagai objek perjanjian jual beli akibat wanprestasi. 

Analisis Data.

Data yang terkumpul tersebut akan dianalisa dengan seksama dengan menggunakan analisis kualitatif atau dijabarkan dengan kalimat. Analisis kualitatif adalah analisa yang didasarkan pada paradigma hubungan dinamis antara teori, konsep-konsep dan data yang merupakan umpan balik atau modifikasi yang tetap dari teori dan konsep yang didasarkan pada data yang dikumpulkan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Unsur-Unsur Perbuatan Melawan Dalam Perjanjian Jual Beli 
Perjanjian pada asasnya adalah terbuka, artinya para pihak yang membuat perjanjian dapat menentukan sebebasnya apa yang hendak mereka perjanjikan, namun kebebasan tersebut bukanlah kebebasan tanpa batas. Ada batasan kebebasan bagi pembuatan perjanjian, batasan itu adalah tidak bertentangan dengan Undang-undang, kesusilaan dan keteriban umum.

Setiap orang yang telah mufakat akan sesuatu hal, kesepakatan itu mengikat bagi pihak-pihak yang membuatnya dan daya ikut sepakat itu sama kekuatannya dengan undang-undang. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa perjanjian ini adalah suatu undang-undang yang dibuat oleh pihak swasta. Prinsip ini adalah akibat dianut sistem terbuka dalam Buku III KUH Perdata dan ini dibenarkan karena apa yang diperbuat dalam kesepakatan tersebut adalah jelmaan dari hak perorangan atau hak relatif. 

Perjanjian adalah hak perorangan dan kepada pihak-pihak yang membuat perjanjian, maka apa yang diperjanjikan itu mengikat para pihak.
 Ini merupakan hal materil, namun bagaimana cara mereka menegaskan kesepakatan tersebut adalah merupakan hal formil dalam suatu perjanjian. Cara menunjukkan suatu perjanjian telah terjadi dapat dilakukan dengan secara lisan maupun secara tertulis. 
Perjanjian dibuat secara tertulis karena para  pihak ingin membuktikan adanya hak jika salah satu pihak  tidak memenuhi isi yang diperjanjikan. Adanya bukti secara tertulis suatu  perjanjian  dan telah mempunyai   jangka waktu tertentu  yang sudah disepakati bersama untuk dipenuhi oleh para pihak. Hak ini bisa tercapai apabila pihak-pihak yang terikat di dalamnya telah memenuhi hak dan kewajibannya masing-masing pihak.

Perjanjian   yang  dilakukan  secara  lisan   adalah bentuknya sama dengan perjanjian secara  tertulis,  hanya saja di dalam perjanjian ini adalah suatu perjanjian lisan yang biasanya dilaksanakan dalam hubungan keluarga. Bentuk perjanjian secara lisan ini telah  membudaya dimasyarakat, karena merupakan adat kebiasaan yang  dianut oleh setiap suku di seluruh Indonesia.
Surat dalam hukum pembuktian adalah salah satu alat bukti, walaupun surat yang dibuat tersebut harus dipenuhi beberapa syarat lagi sehingga daya pembuktiannya dapat mengandung kekuatan mutlak atau tidak. Artinya tidak semua surat mempunyai daya pembuktian yang serupa, hal ini digantungukan lagi kepada sifat surat tersebut, apakah surat tersebut merupakan akta biasa, akta di bawah tangan atau akta autentik. 

Berbeda halnya dengan perjanjian secara lisan, biasanya dalam hal membuktikan suatu peristiwa hukum yang terjadi bagi para pihak, pihak penyelesai sengketa mengalami sedikit kesulitan, sebab masing-masing pihak selalu berbeda dalam mengungkapkan peristiwa hukum yang terjadi di antara mereka, demikian juga dalam hal menentukan hak dan kewajiban bagi para pihak, selain itu juga sering juga samar menentukan saat dimulainya dilaksanakan prestasi bagi pihak-pihak yang telah mengadakan perjanjian tersebut. 

Perjanjian pada asasnya tidak memerlukan formalitas tertentu, namun untuk perjanjian-perjanjian yang khusus diperlukan suatu formalitas, bila formalitas tersebut tidak dipenuhi, maka perjanjian itu menjadi batal demi hukum, misalnya perjanjian ini harus dibuat suatu akta autentik, bila tidak dilakukan dengan akta autentik, maka perjanjian hibah atas benda-benda tidak bergerak tersebut batal demi hukum, batal demi hukum di sini diartikan bahwa perjanjian tersebut walaupun telah disepakati tidak ada sejak semula. 

Praktik dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, hampir dapat dikatakan semua perjanjian yang dilakukan secara tertulis, terkecuali perjanjian yang berkenaan dengan benda-benda bergerak yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari, perjanjian cukup dilakukan dengan lisan saja. Namun untuk perjanjian yang berkaitan dengan benda-benda bergerak yang mempunyai nilai tertentu, perjanjian sering dibuat dengan tertulis. 

Perjanjian jual beli secara lisan sah dan mengikat secara hukum (berdasarkan pasal 1338 KUHPerdata) selama memenuhi 4 syarat sah perjanjian (Pasal 1320 KUHPerdata) yaitu :

Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.

Syarat yang pertama sahnya perjanjian adalah kesepakatan atau consensus para pihak. Kesepakatan ini diatur dalam Pasal 1320 Ayat (1) KUHPerdata. Kesepakatan adalah persesuaian pernyataan kehendak antara satu orang atau lebih dengan pihak lainnya. Kesepakatan yang sesuai itu adalah pernyataannya, karena kehendak itu dapat dilihat atau diketahui orang lain. Ada lima cara terjadinya persesuaian pernyataan kehendak yaitu dengan:

Bahasa yang sempurna dan tertulis;
Bahasa yang sempurna secara lisan;
Bahasa yang tidak sempurna asal dapat diterima oleh pihak lawannya;
Bahasa isyarat asal dapat diterima oeh pihak lawannya;
Diam atau membisu tetapi asal dipahami atau diterima pihak lawan.

“Pernyataan  kehendak tidak selalu harus dinyatakan secara tegas namun dapat dengan tingkah laku atau hal-hal lain yang mengungkapkan pernyataan kehendak para pihak”.
 Pada dasarnya cara yang paling banyak dilakukan oleh para pihak yaitu dengan bahasa yang sempurna secara lisan dan secara tertulis. “Tujuan pembuatan perjanjian secara tertulis adalah agar memberikan kepastian hukum bagi para pihak dan sebagai alat bukti yang sempurna apabila timbul sengketa di kemudian hari”.

Kesepakatan yang merupakan pernyataan kehendak para pihak dibentuk oleh dua unsur yaitu unsur penawaran dan penerimaan. Penawaran aanbod, offerte, offer) diartikan sebagai pernyataan kehendak yang mengandung usul untuk mengadakan perjanjian. Usul ini mencakup  esensial perjanjian yang akan ditutup, sedangkan penerimaan aanvarding, acceptatie, acceptance) merupakan pernyataan setuju dari pihak lain yang ditawari.

Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian.
Kecakapan bertindak adalah kecakapan atau kemampuan untuk melakukan suatu perbuatan hukum. Perbuatan hukum adalah perbuatan yang akan menimbulkan akibat hukum. Orang-orang yang akan mengadakan perjanjian haruslah orang-orang yang cakap dan mempunyai wewenang untuk melakukan perbuatan hukum sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang. Orang yang cakap atau mempuyai wewenang untuk melakukan perbuatan hukum adalah orang yang sudah dewasa. 
Orang yang tidak berwenang untuk melakukan perbuatan hukum adalah  sebagaimana diatur dala Pasal 1330 KUHPerdata yaitu: 

Anak dibawah umur (minderjarigheid); 
Orang yang ditaruh di bawah pengampuan; 
Isteri. Kedudukan isteri dalam perkembangannya dapat melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor  16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan dikeluarkannya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1963.

Suatu hal tertentu.

“Suatu hal tertentu adalah perihal yang merupakan objek dari suatu kontrak sehingga suatu kontrak haruslah mempunyai objek tertentu”.
  Suatu hal tertentu adalah prestasi yang menjadi pokok perjanjian yang bersangkutan. Hal ini untuk memastikan sifat dan luasnya pernyataan-pernyataan yang menjadi kewajiban para pihak. Pernyataan-pernyataan yang tidak dapat ditentukan sifat dan luas kewajiban para pihak adalah tidak mengikat (batal demi hukum).

Ketentuan tentang objek tertentu dalam perjanjian adalah:

Barang yang merupakan objek perjanjian tersebut haruslah barang yang dapat diperdagangkan. Pasal 1332 KUHPerdata ditentukan bahwa: Hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan saja dapat menjadi pokok suatu perjanjian. Barang-barang yang dapat dijadikan obyek perjanjian hanyalah barang-barang yang dapat diperdagangkan karena lazimnya barang-barang yang dipergunakan untuk kepentingan umum dianggap sebagai barang-barang di luar perdagangan, sehingga tidak bisa dijadikan obyek perjanjian.

Pada saat perjanjian dibuat, minimal barang tersebut sudah dapat ditentukan jenisnya. Pasal 1333 Ayat (1) KUHPerdata dinyatakan bahwa: “Suatu perjanjian harus mempunyai sebagai pokok suatu barang yang paling sedikit ditentukan jenisnya.

Jumlah barang tersebut boleh tidak tertentu, asal saja jumlah tersebut kemudian dapat ditentukan atau dihitung Menurut Pasal 1333 Ayat (2) KUHPerdata bahwa: Tidaklah menjadi halangan bahwa jumlah barang tidak tentu, asal saja jumlah itu terkemudian dapat ditentukan atau dihitung.

Barang tersebut dapat juga barang yang baru akan ada di kemudian hari. Pasal 1334 Ayat (1) KUHPerdata, ditentukan bahwa: Barang-barang yang baru akan ada dikemudian hari dapat menjadi pokok suatu perjanjian.

Tidak dapat dibuat kontrak terhadap barang yang masih ada dalam warisan yang belum terbuka (Pasal 1334 Ayat  (2) KUHPerdata.

Suatu sebab yang halal.

“Sebab (causa) adalah isi perjanjian itu sendiri, dengan demikian kausa merupakan prestasi dan kontra prestasi yang saling dipertukarkan oleh para pihak”.
 Pasal 1335 KUHPerdata, dinyatakan bahwa: Suatu perjanjian tanpa sebab, atau yang telah dibuat karena sesuatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan. Sebab yang terlarang dalam Pasal 1337 KUHPerdata adalah: Suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh Undang-Undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum. Perjanjian yang dibuat dengan sebab yang demikian tidak mempunyai kekuatan
Berdasarkan  syarat-syarat sahnya perjanjian tersebut  di atas,  kedua  syarat pertama yaitu sepakat  mereka  yang mengikatkan diri dan kecakapan untuk membuat  perjanjian dinamakan syarat subjektif karena kedua syarat  tersebut mengenai subjek perjanjian. 

Syarat subjektif adalah suatu syarat yang  menyangkut pada   subjek-subjek  perjanjian  itu   atau   dengan perkataan  lain,  syarat-syarat yang  harus  dipenuhi oleh mereka yang membuat perjanjian, hal ini meliputi kesepakatan  mereka  yang  mengikatkan dirinya dan kecakapan pihak yang membuat perjanjian. Apabila syarat pertama dan kedua tidak terpenuhi, maka perjanjian itu dapat dibatalkan. Artinya, salah satu pihak dapat mengajukan kepada pengadilan untuk membatalkan perjanjian yang disepakatinya, akan tetapi apabila para pihak tidak ada yang keberatan, maka perjanjian itu tetap dianggap sah. Syarat ketiga dan keempat tidak terpenuhi, maka perjanjian itu batal demi hukum, artinya bahwa dari semula perjanjian itu dianggap tidak ada.

Perjanjian jual beli secara lisan yang telah memenuhi syaat Pasal 1320 KUHPerdata adalah sah dan mengikat secara hukum berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdata. Meskipun sah, perjanjian jual beli lisan memiliki kekuatan pembuktian yang lemah sehingga agar sah dan kuat di mata hukum jika terjadi sengketa harus didukung bukti pendukung seperti :

Terdapat minimal dua orang saksi yang melihat/mendengar langsung transaksi.

Terdapat bukti transfer bank, kuitansi, atau tanda terima.

Adanya serah terima barang atau pembayaran sebagian (bukti pelaksanaan)

Perjanjian  yang  telah  memenuhi  syarat-syarat  sahnya perjanjian mempunyai akibat hukum sebagaimana disebutkan dalam  Pasal 1338 KUHPerdata yang menyebutkan:

Semua  persetujuan  yang dibuat  secara  sah  berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Persetujuan-persetujuan   itu  tidak  dapat   ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak  atau karena   alasan-alasan  yang  oleh  undang-undang dinyatakan cukup untuk itu.

Persetujuan-persetujuan  hanya berlaku antara  pihak-pihak yang membuatnya.

 Perjanjian jual beli lisan sah secara hukum (Pasal 1338 KUHPerdata) selama memenuhi syarat sah perjanjian, namun berisiko tinggi dalam pembuktian. Perbuatan melawan hukum (PMH) terjadi jika ada unsur tipu muslihat, penyalahgunaan, atau pelanggaran kesusilaan yang merugikan, berbeda dengan wanprestasi yang merupakan ingkar janji.

Perbuatan melawan hukum dalam jual beli terjadi ketika salah satu pihak melanggar Pasal 1365 KUHPerdata, seperti melakukan penipuan, menyembunyikan cacat tersembunyi, atau menguasai objek jual beli secara tidak sah, yang menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Ini berbeda dengan wanprestasi karena seringkali melibatkan unsur niat buruk, pelanggaran etika, atau tindakan yang bertentangan dengan kewajiban hukum, bukan hanya melanggar kontrak.

Contoh perbuatan melawan hukum dalam jual beli adalah apabila terjadi hal-hal sebagai berikut :

Penipuan dan dokumen palsu yaitu penjual memalsukan sertifikat tanah, menggunakan identitas palsu, atau menjual barang yang bukan miliknya.

Menyembunyikan cacat barang yaitu penjual dengan sengaja tidak memberitahu bahwa barang yang dijual rusak atau cacat tersembunyi.

Tidak menyerahkan barang/objek yaitu penjual tidak menyerahkan barang objek perjanjian jual beli yang sudah lunas dibayar atau menguasainya kembali setelah dijual.

Penyalahgunaan keadaan (undue influence) yaitu memaksa pihak lain untuk menandatangani perjanjian jual beli.

Transaksi bawah tangan yang illegal yaitu melakukan jual beli tanah di bawah tangan yang bertentangan Undang-Undang 

Unsur-Unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata yaitu :

Adanya perbuatan yang melawan hukum (melanggar undang-undang, hak orang lain, kepatutan, atau kehati-hatian).

Adanya kesalahan (kesengajaan atau kelalaian).

Adanya kerugian (materiil atau immateriil).

Adanya hubungan kausal (sebab-akibat) antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian. 

Pihak yang dirugikan dapat mengajukan gugatan ganti rugi ke Pengadilan Negeri atas dasar perbuatan melawan hukum yang bisa berakibat pada pembatalan perjanjian dan pengembalian uang atau barang.

Pertanggungjawaban Perbuatan Melawan Hukum Dalam  Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 113/Pdt.G/2024/ PN.Mdn 

Tanggung jawab menurut kamus umum Bahasa Indonesia adalah, keadaan wajib menanggung segala sesuatunya. Berkewajiban menanggung, memikul tanggung jawab, menanggung segala sesuatunya, atau memberikan jawab dan menanggung akibatnya. Tanggung jawab hukum adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Pertanggungjawaban menurut undang-undang yaitu kewajiban mengganti kerugian yang timbul karena perbuatan melanggar hukum.

Apabila seseorang dirugikan karena perbuatan seseorang lain, sedang diantara mereka itu tidak terdapat sesuatu perjanjian (hubungan hukum perjanjian), maka berdasarkan undang undang juga timbul atau terjadi hubungan hukum antara orang tersebut yang menimbulkan kerugian itu.
 Ada 3 (tiga) prinsip pertanggungjawaban perdata yang diatur dalam KUH.Perdata yaitu:

Setiap tindaan yang menimbulkan kerugian atas diri orang lain berarti orang yang melakukannya harus membayar kompensasi sebagai pertanggungjawabannya.

Seseorang harus bertanggungjawab tidak hanya karena kerugian yang dilakukannya dengan sengaja tetapi juga karena kelalaian atau kurang berhati-hati.

Seseorang yang memberikan pertanggungjawaban tidak hanya atas kerugian yang ditimbulkan dari tindakannya sendiri, tetapi juga atas kerugian yang ditimbulkan dari tindakan orang lain yang berada dibawah pengawasannya.

Menurut Shidarta, bahwa secara umum prinsip-prinsip tanggung jawab dalam hukum dapat dibedakan sebagai berikut:

Kesalahan (liability based on fault);

Praduga selalu bertanggung jawab (presumption of liability);

Praduga selalu tidak bertanggung jawab (presumption of non liability);

Tanggung jawab mutlak (strict liability);

Pembatasan tanggung jawab (limitation of liability).

Konsep tanggung jawab hukum berhubungan dengan pertanggungjawaban secara hukum atas tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok yang bertentangan dengan undang-undang. Tanggung jawab hukum dalam hukum perdata berupa tanggung jawab seseorang terhadap perbuatan yang melawan hukum. Perbuatan melawan hukum memiliki ruang lingkup yang lebih luas dibandingkan dengan perbuatan pidana. Perbuatan melawan hukum tidak hanya mencakup perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang pidana saja, akan tetapi jika perbuatan tersebut bertentangan dengan undang-undang lainnya dan bahkan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang tidak tertulis. Ketentuan perundang-undangan dari perbuatan melawan hukum bertujuan untuk melindungi dan memberikan ganti rugi kepada pihak yang dirugikan.

Menurut Pasal 1365 KUHPerdata, maka yang dimaksud dengan perbuatan melanggar hukum adalah perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang yang karena salahnya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain. Ilmu hukum mengenal 3 (tiga) katagori dari perbuatan melawan hukum, yaitu sebagai berikut:

Tanggung jawab dengan unsur kesalahan (kesengajaan dan kelalaian) sebagaimana terdapat dalam pasal 1365 KUHPerdata.

Tanggung jawab dengan unsur kesalahan khususnya kelalaian sebagaimana terdapat dalam pasal 1366 KUHPerdata.

Tanggung jawab mutlak (tanpa kesalahan) sebagaimana terdapat dalam pasal 1367 KUHPerdata disebutkan seorang tidak hanya bertanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau disebabkan oleh barang-barang yang berada di bawah pengawasnya.

Prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan (fault liability atau  liability based on fault) adalah prinsip yang cukup umum berlaku dalam hukum pidana dan hukum perdata. Prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan menyatakan bahwa seseorang baru dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara hukum jika ada unsur kesalahan yang dilakukannya.

Pasal 1365 KUHPerdata yang lazim dikenal sebagai pasal tentang perbuatan melawan hukum, mengharuskan terpenuhinya 4 (empat) unsur pokok yaitu:

Adanya perbuatan.

Adanya unsur kesalahan.

Adanya kerugian yang diderita.

Adanya hubungan kausalitas antara kesalahan dan kerugian.

Setiap tuntutan pertanggungjawaban harus mempunyai dasar, yaitu hal yang menyebabkan seseorang harus (wajib) bertanggung jawab. Dasar pertanggungjawaban itu menurut hukum perdata adalah kesalahan dan risiko yang ada dalam setiap peristiwa hukum. 

Tangung jawab mutlak sering dikatakan bahwa pembebanan tanggung jawab tersebut tanpa melihat pada kesalahan, kadang-kadang dapat dikatakan pula bahwa sebenarnya kurang melibatkan pandangan moral terhadap ketentuan bahwa seseorang yang secara innocent menimbulkan kerugian harus mengganti kerugian. 

Analisis-analisis yang tradisional memandang akibat seperti itu, sebagai suatu pengecualian terhadap peraturan yang sudah berlaku umum dan menyatakan pula pelaku tidak bersalah, karena hanya melakukan sesuatu yang dapat diterima akal dengan cara yang masuk akal pula, sungguhpun harus bertanggung jawab. Dasar dari tanggung jawab adalah penciptaan suatu akibat yang berbahaya terhadap anggota masyarakat yang lain. Terdapat juga kesalahan bersyarat, yang berarti bahwa tergugat tidak dapat dipandang bersalah, kecuali atau sampai dengan timbulnya akibat yang berbahaya dari tindakannya itu. Kalau bahaya terhadap orang lain itu telah timbul, maka dia dikatakan bersalah dan kepadanya dibebankan tanggung jawab.

KUHPerdata selain mengatur tentang tanggung jawab berdasarkan perbuatan melawan hukum juga mengatur tanggung jawab hukum perdata berdasarkan wanprestasti. Diawali dengan adanya perjanjian yang melahirkan hak dan kewajiban, apabila dalam hubungan hukum berdasarkan perjanjian tersebut pihak yang melanggar kewajiban (debitur) tidak melaksanakan atau melanggar kewajiban yang dibebankan kepadanya maka dapat dinyatakan lalai (wanprestasi) dan atas dasar tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum berdasarkan wanprestasi. Tanggungjawab hukum perdata berdasarkan perbuatan melawan hukum didasarkan adanya hubugan hukum, hak dan kewajiban yang bersumber pada hukum. 

Pertanggungjawaban perdata akibat perbuatan melawan hukum dalam perjanjian jual beli secara lisan di Indonesia tetap diakui sah dan mengikat para pihak selama memenuhi syarat sah perjanjian dalam Pasal 1320 KUHPerdata, yaitu adanya kesepakatan, kecakapan, objek tertentu, dan sebab yang halal.  Meskipun dilakukan secara lisan, perjanjian tersebut menimbulkan hak dan kewajiban, dan pelanggarnya dapat dituntut secara perdata.

Pihak yang dirugikan dapat menuntut pihak yang bersalah untuk melakukan: 

Mengganti kerugian berupa biaya, kerugian, dan bunga yang timbul akibat perbuatan tersebut.

Mengembalikan barang atau uang ke posisi semula sebelum perjanjian terjadi.

Meminta hakim membatalkan perjanjian karena adanya unsur penipuan atau kesesatan.

Pihak yang melakukan perbuatan melawan hukum (seperti penipuan atau penyalahgunaan) dalam jual beli lisan bertanggung jawab secara perdata untuk mengganti seluruh kerugian yang ditimbulkan kepada pihak lain, dengan bukti pendukung berupa saksi, transfer bank, atau bukti chat/chatting. 

Bentuk pertanggungjawaban perbuatan melawan hukum Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 113/Pdt.G/2024/ PN.Mdn, dimana  perjanjian secara lisan antara Penggugat dengan Tergugat I, II dan III merupakan perjanjian yang sah secara hukum Perdata, maka akibat terjadinya perbuatan melawan hukum, maka para tergugat bertanggungjawab untuk melakukan  pembayaran utang/sisa pembayaran kepada penggugat kepada sebesar Rp. 289.638.000,-; Dibayar dengan cara dicicil Rp. 12.068.000.-/setiap bulannya selama 24 bulan, menetapkan utang/sisa pembayaran Penggugat kepada Tergugat II sebesar Rp. 310.067.000,- Dibayar dengan cara dicicil Rp. 12.919.000-/setiap bulannya selama 24 bulan serta menetapkan utang/sisa pembayaran Penggugat kepada Tergugat III sebesar Rp. 78.018.000,-; Dibayar dengan cara dicicil Rp. 3.250.000-/setiap bulannya selama 24 bulan.
Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 113/Pdt.G/2024/ PN.Mdn.

Duduk Perkara

Para pihak dalam kasus Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 113/Pdt.G/2024/ PN.Mdn ini adalah Hendry Ongso sebagai penggugat melawan Walisi (Tergugat I), Paiman, (Tergugat II) dan Ricky Pratama Wibowo (Tergugat III). Penggugat adalah pemilik nama Toko Sentosa Jaya Grosir Sandal dan Sepatu sejak tahun 2019 yang mana usaha tersebut beralamat di Jl. Sutomo, No.306 sedangkan Terggugat I pemilik Toko Usaha Jaya, beralamat di Jl. Sutomo, Tergugat II pemilik Toko Buana beralamat di Jl.Sutomo dan Tergugat III Pemilik Toko Berkat Abadi, yang mana Tergugat I dengan Tergugat II adalah saudara Kandung, dan Tergugat III adalah Keponakan dari Tergugat I dan II.

Penggugat dengan surat gugatan tanggal 5 Februari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 5 Februari 2024 dalam Register Nomor 113/Pdt.G/2024/PN-Mdn telah mengajukan gugatan berawal ketika Penggugat dan Tergugat I dan II menjalin bisnis jual beli Sepatu dan Sendal sejak 01 September 2019, sedangkan Penggugat dan Tergugat III menjalin bisnis jual beli Sepatu dan Sendal sejak 18 April 2022, yang mana Para Tergugat selaku penjual/penyuplai barang dan Penggugat selaku pembeli

Bulan September tahun 2019 Penggugat dengan Tergugat I dan II melakukan kesepakatan/perjanjian jual beli secara lisan dan juga Penggugat dengan Tergugat III melakukan kesepakatan/perjanjian jual beli secara lisan pada bulan April 2022, barang diantar oleh Tergugat I, II dan III ke toko Penggugat, yang mana pembayaran dilakukan empat (4) bulan sampai lima (5) bulan kedepannya setelah barang diterima Penggugat melakukan pembayaran kepada Para Tergugat tiga (3) bulan sampai lima (5) bulan kedepannya melalui Giro Bank Central Asia (BCA) atas nama Hendry Ongso (ic. Penggugat) nomor rekening : 8000800865 berdasarkan historis Bon Faktur dan pembayaran dari rekening Koran Penggugat.

Pembelian barang terakhir dari Tergugat I (ic. WALISI) yang belum dibayar Penggugat dengan jumlah pembelian yang belum dibayar Penggugat kepada Tergugat sebesar Rp. 393.799.000 sedangkan pembelian barang terakhir dari Tergugat II (Paiman) yang belum dibayar Penggugat berjumlah pembelian yang belum dibayar Penggugat kepada Tergugat sebesar Rp. 347.788.000 dan  pembelian barang terakhir dari Tergugat III (Ricky) yang belum dibayar Penggugat berumlah pembelian yang belum dibayar Penggugat kepada Tergugat sebesar Rp. 111.371.000,-

Jumlah pembelian yang belum dibayar Penggugat kepada masing masing Tergugat tersebut diatas belum dikurangi jumlah nilai barang retur yang mana menjadi hak dari Penggugat dan bulan November 2023 Penggugat ada melakuan Retur barang/pengembalian barang kepada para Tergugat yang mana pengembalian barang tersebut di ambil langsung oleh karyawan Para Tergugat dari toko Penggugat, namun para Tergugat tidak menghitung nilai uang terhadap retur barang tersebut.

Jumlah nilai retur telah dihitung dan disesuaikan Penggugat dengan  harga Pembelian barang dari Para Tergugat, yang diantaranya retur kepada Tergugat I (ic. Walisi) sebesar Rp. 97.116.000,- , retur Tergugat II (Paiman) Rp. 28.721.000,-  retur Tergugat III (Ricky) sebesar Rp. 20.053.000,- namun Para Tergugat tidak pernah memberikan hitungan jumlah niali barang yang di retur kepada Penggugat dan tidak pernah mengembalikan uang Pengugat atas pengembalian barang retur tersebut, maka jumlah keseluruhan retur barang Pengugat terhadap Para Tergugat sebesar Rp. 145.890.000,-;

Pembayaran pengambilan barang Penggugat kepada Tergugat I (Walisi) Rp. 393.799.000;- dikurangi Retur barang milik Penggugat Rp. 97.116.000,- dikurangi cicilan pembayaran secara tunai Rp. 7.000.000,- dan total sisa pembayaran Penggugat kepada Tergugat I Rp. 289.638.000,- Pembayaran pengambilan barang Penggugat kepada Tergugat II (Paiman) Rp. 347.788.000,- dikurangi Retur barang milik Penggugat Rp.28.721.000,- dikurangi cicilan pembayaran secara tunai Rp. 9.000.000,- dan total sisa pembayaran Penggugat kepada Tergugat II Rp. 310.067.000,-; Pembayaran pengambilan barang Penggugat kepada Tergugat III (Ricky) Rp. 111.371.000,- dikurangi Retur barang milik Penggugat Rp.20.053.000,- dikurangi cicilan pembayaran secara tunai Rp. 13.300.000,- dan total sisa pembayaran Penggugat kepada Tergugat III Rp. 78.018.000,-; Atas sisa utang pembelian barang sendal dan sepatu tersebut Penggugat mampu membayar dengan di cicil setiap bulannya kepada Para Tergugat selama 24 bulan.

Tanggal 21 November 2023 Para Tergugat menagih pembayaran atas pembelian barang pada bulan Juni 2023, Juli 2023, Agustus 2023, September 2023 dan Oktober 20223, dengan jumlah sebesar 852.958.000,- (delapan ratus lima puluh dua juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu rupiah), namun Para Tergugat tidak mengurangi nilai jumlah barang yang di retur dan cicilan oleh Penggugat dan pembayaran terhadap pembelian barang pada bulan Juni 2023 sampai dengan Oktober 2023 belum jatuh tempo;

Atas tagihan yang dilakukan oleh Para Tergugat pada 21 November tersebut sangat merugikan Penggugat dikarenakan perhitungan pembayaran tidak sesuai dan memaksa Pengugat melunasi seluruh pembelian barang yang belum jatuh tempo, Para Tergugat tetap memaksa Penggugat harus membayar lunas semua sebesar Rp. 852.958.000,- (delapan ratus lima puluh dua juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu rupiah).

Perbuatan Para Tergugat menagih Pembayaran atas pembelian sepatu dan sandal yang belum jatuh tempo dan jumlah nilai tagihannya tidak sesuai sebagaimana pada poin 15 (lima belas) tersebut di atas merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 1365 KUHPerdata.

Tanggal 30 November Para Tergugat melaporkan Penggugat di Kepolisan Daerah Sumatera Utara atas tuduhan penipuan dan penggalapan berdsarkan Laporan Polisi Nomor : LP/B/1441/XI2023/SPKT Polda Sumut tanggal 30 November 2023 atas nama Pelapor Walisi (Tergugat I) dan atas laporan Polisi Para Tergugat atas tuduhan penggelapan dan penipuan sebagaiman dimaksud dalam Pasal 372 adan Pasal 378 KUHP terhadap Penggugat merupakan kriminalisasi yang dilakukan Para Tergugat terhadap Penggugat agar mematikan usaha Penggugat sebagai pedagang.

Hubungan hukum antara Penggugat dengan Para Tergugat merupakan hubungan hukum Perdata perjanjian jual beli barang jenis sepatu dan sandal atas dasar kesepakatan bersama antara Penggugat dengan Para Tergugat secara lisan dan dilihat dari kebiasaan Penggugat melakukan pembayaran pembelian barang kepada Para Tergugat sejak tahun 01 September 2019 2019 sampai dengan Oktober 2023, oleh karena itu perbuatan Penggugat bukan merupakan perbuatan tindak pidana penipuan dan penggelapan (pasal 372 dan 378 KUHP) sebagaimana yang di tuduhkan oleh Para Tergugat kepada Penggugat.

Perjanjian secara lisan yang telah dibangun oleh Penggugat dengan Para Tergugat tentang sitem pembayaran tersebut menjadi kebiasaan dan menjadi aturan bagi Penggugat dan Para Tergugat. Perjanjian secara lisan dan kebiasan diantara Penggugat (ic. Hendry Ongso ) dengan Tergugat I (Walisi), Tergugat II (Paiman) dan Tergugat III (Ricky) menjadi Peraturan/undang-undang bagi mereka (Asas pacta sunt servanda) merupakan salah satu asas yang terdapat di dalam sebuah perjanjian. Dari berbagai asas yang ada di dalam perjanjian, asas pacta sunt servanda di anggap sebagai asas paling fundamental karena melandasi lahirnya sebuah perjanjian, sehingga dalam hukum positif rumusan normanya berarti setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Dalam hal perjanjian, asas pacta sunt servanda dapat ditemukan dalam Pasal 1388 KUHPerdata, adapun sebuah perjanjian baru dapat dikatakan sah apabila memenuhi syarat di dalam Pasal 1320 KUHPerdata yaitu kesepakatan para pihak, kecakapan hukum para pihak, objek yang diperjanjikan, dan sebab yang halal.

Perjanjian yang dilakukan antara Penggugat dan Para Tergugat merupakan perjanjian yang telah memenuhi unsur syarat-syarat sahnya sebuah perjanjian sesuai ketentuan pasal 1320 KUHPerdata dilihat dari kebiasaan Penggugat dan Para Tergugat melakukan jual beli sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 sehingga menurut ketentuan pasal 1338 KUHPerdata perjanjian yang dibuat memenuhi ketentuan pasal 1320 KUHPerdata berlaku sebagai Undang undang bagi mereka yang membuatnya tidak dapat ditarik kembali tanpa persetujuan kedua belah pihak dan harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Penggugat sudah beritikat baik ingin menyelesaikan pembayarannya namun Para Tergugat menolak, dan Para Tergugat terkesan ingin mematikan usaha dagang milik Penggugat dengan cara mendesak tagihan pembelian sandal dan sepatu tersebut diamana tagihan tersebut berdasarkan kesepakatan dan kebiasaan belum jatuh tempo dan jumlah utang tidak sesuai;

Para Tergugat mendesak Penggugat untuk membayarkan tagihannya yang belum jatuh tempo, para Tergugat membuat laporan polisi tentang penggelapan dan penipuan di Kepolisisan Daerah Sumatera Utara dengan alasan bahwa Penggugat melakukan tindak pidana penggelapan dan penipuan tanpa menjelaskan fakta bahwa adanya kebiasaan yang menjadi aturan untuk membayar tagihan jatuh tempo 4 (empat) sampai 5 (lima) bulan setelah pembelian barang.

Penggugat dalam menunjukan itikat baiknya telah membuat surat permohonan maaf untuk menyelesaikan utang bisnis kepada Para Tergugat tertanggal 28 Desember 2023 via aplikasi Whatsapp namun Para Tergugat tidak merespon isi surat tersebut, namun Para Tergugat menyebarkan surat tersebut kepada rekan-rekan bisnis Penggugat.

Para Tergugat terkesan ingin membuat usaha Penggugat mengalami kehancuran dapat dilihat dari perbuatan Para Tergugat yang menyebar luaskan berita-berita yang belum jelas kebenaranya tentang Penggugat yang telah dilaporkan ke Kepolisian, sehingga membuat rekan-rekan bisnis Penggugat krisis kepercayaan kepada Penggugat dan yang terjadi usaha/bisnis yang dijalankan Penggugat saat ini mengalami penurunan pendapatan dan mengalami kerugian.

Akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan Para Tergugat yang menagih pembayaran tanpa mengurangi retur barang tersebut, sehingga membuat Penggugat mengalami kerugian :

Kerugian Penggugat terhadapTergugat I tidak mengurangi jumlah nilai retur barang maka Penggugat mengalami kerugian sebesar Rp. 97.116. 000,- (Sembilan puluh tujuh juta seratus enam belas juta rupiah);

Kerugian Penggugat terhadapTergugat II tidak mengurangi jumlah nilai retur barang maka Penggugat mengalami kerugian sebesar Rp. 28.721. 000,- (dua puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Kerugian Penggugat terhadapTergugat III tidak mengurangi jumlah nilai retur barang maka Penggugat mengalami kerugian sebesar Rp. 20.053.000,-(dua puluh juta lima puluh tiga ribu rupiah).

Berdasarkan uraian-uraian dan argumentasi hukum sebagaimana disebutkan di atas, Penggugat (Hendry Ongso) mohon kehadapan Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Medan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo segera memanggil pihak-pihak yang berperkara untuk dapat hadir pada persidangan yang telah ditentukan serta memutus perkara ini yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Mengabulkan Gugatan Penggugat Untuk seluruhnya ;

Menyatakan Demi Hukum bahwa perbuatan maupun tindakan yang dilakukan Tergugat adalah Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatigedaad) 

Menyatakan perjanjian secara lisan antara Penggugat dengan Tergugat I,II dan III merupakan perjanjian yang sah secara hukum Perdata.

Menetapkan utang/sisa pembayaran Penggugat kepada Tergugat I sebesar Rp. 289.638.000,-; Dibayar dengan cara dicicil Rp. 12.068.000.-/setiap bulannya selama 24 bulan

Menetapkan utang/sisa pembayaran Penggugat kepada Tergugat II sebesar Rp. 310.067.000,- Dibayar dengan cara dicicil Rp. 12.919.000-/setiap bulannya selama 24 bulan.

Menetapkan utang/sisa pembayaran Penggugat kepada Tergugat III sebesar Rp. 78.018.000,-; Dibayar dengan cara dicicil Rp. 3.250.000-/setiap bulannya selama 24 bulan

Menghukum Tergugat mengembalikan kerugian materil yang dialami Penggugat sebesar Rp. 145.890.000,- (seratus empat puluh lima juta delapan ratus sembilan puluh ribu rupiah) dengan seketika 

Menghukum Tergugat untuk mengganti kerugian secara immaterial kepada Penggugat sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Menyatakan perbuatan Penggugat bukan perbuatan tindak Pidana penipuan dan penggelapan.

Amar Putusan

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan berdasarkan rangkaian seluruh pertimbangan hukum, fakta persidangan, alat bukti dan keterangan-keterangan saksi maka gugatan mengadili dan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian

Menyatakan Demi Hukum bahwa perbuatan maupun tindakan yang dilakukan Tergugat adalah Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatigedaad) 

Menyatakan perjanjian secara lisan antara Penggugat dengan Tergugat I,II dan III merupakan perjanjian yang sah secara hukum Perdata

Menetapkan utang/sisa pembayaran Penggugat kepada Tergugat I sebesar Rp. 289.638.000,-; Dibayar dengan cara dicicil Rp. 12.068.000.-/setiap bulannya selama 24 bulan;

Menetapkan utang/sisa pembayaran Penggugat kepada Tergugat II sebesar Rp. 310.067.000,- Dibayar dengan cara dicicil Rp. 12.919.000-/setiap bulannya selama 24 bulan;

Menetapkan utang/sisa pembayaran Penggugat kepada Tergugat III sebesar Rp. 78.018.000,-; Dibayar dengan cara dicicil Rp. 3.250.000-/setiap bulannya selama 24 bulan;

Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 330 .000,- (tiga ratus tiga puluh tiga ribu rupiah);

Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya.

Analisis Kasus 

Berdasarkan putusan tersebut di atas bahwa gugatan melawan hukum dalam perjanjian jual beli secara lisan oleh pengadilan Negeri Medan dapat dikabulkan dengan pertimbangan bahwa dalil setelah Majelis Hakim memeriksan bukti-bukti tersebut ternyata Penggugat telah berhasil mendalilkan gugatannya dan identik dengan bukti yang diajukan oleh Penggugat serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Para Tergugat dipersidangan telah ternyata tidak dapat membuktikan bahwasanya total pembayaran atas pembelian barang oleh Penggugat pada bulan Juni 2023, Juli 2023, Agustus 2023, September 2023 dan Oktober 20223, dengan jumlah sebesar 852.958.000,- (delapan ratus lima puluh dua juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu rupiah), namun Para Tergugat tidak mengurangi nilai jumlah barang yang di retur dan cicilan oleh Penggugat dan pembayaran terhadap pembelian barang pada bulan Juni 2023 sampai dengan Oktober 2023 belum jatuh tempo.

Hakim dalam memutus perkara tersebut tentu saja menggunakan pertimbangan-pertimbangan. Adapun pertimbangan hukum yang menentukan perjanjian lisan memiliki kekuatan hukum adalah berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat terlihat adanya hubungan hukum antara Pemohon dengan Walisi pemilik Toko Usaha Jaya dan Paiman pemilik Toko Buana menjalin bisnis jual beli sepatu dan sandal sejak tanggal 1 September 2019 sedangkan dengan Ricky Pratama Wiboyo pemilik Toko UD Berkat Abadi menjalin bisnis jual beli sepatu dan sandal sejak tanggal 18 April 2022, yang mana Walisi pemilik Toko Usaha Jaya dan Paiman pemilik Toko Buana serta Ricky Pratama Wiboyo pemilik Toko UD Berkat Abadi selaku penjual/penyuplai barang sedangkan Pemohon selaku pembeli dengan system pembayaran 4 sampai 5 bulan setelah Pemohon menerima barang.

Kekuatan hukum yang dimaksud yaitu kekuatan untuk mengikat para pihak yang membuat perjanjian tersebut dan juga kekuatan hukum dalam arti nilai pembuktian ketika perjanjian tersebut dijadikan sebagai alat bukti bahwa perjanjian yang telah dilakukan antara Penggugat dengan Walisi pemilik Toko Usaha Jaya dan Paiman pemilik Toko Buana serta dengan Ricky Pratama Wiboyo pemilik Toko UD Berkat Abadi adalah mengikat diantara keduanya meskipun tidak diadakannya suatu surat perjanjian kerjasama diantara keduanya, namun telah memenuhi dari syarat sahnya suatu  perjanjian, dan karenanya hubungan hukum antara Pemohon dengan Walisi pemilik Toko Usaha Jaya dan Paiman pemilik Toko Buana serta dengan Ricky Pratama Wiboyo pemilik Toko UD Berkat Abadi adalah hubungan hukum secara keperdataan,

Pertimbangan Hakim tersebut dapat menentukan kekuatan hukum perjanjian lisan antara penggugat dengan para tergugat. Berdasarkan Pasal 1865 KUHPerdata menyatakan bahwa “setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau, guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut”, maka Flavianus Fexa diwajibkan untuk membuktikan dalilnya masing-masing. 

Mengajukan alat bukti untuk meneguhkan adanya suatu perjanjian sangat penting, karena alat bukti tersebutlah yang nantinya akan digunakan hakim untuk menentukan apakah perjanjian lisan tersebut mempunyai kekuatan hukum. Memang dalam syarat sahnya suatu perjanjian dalam Pasal 1320 KUHPerdata tidak mewajibkan menggunakan saksi dalam membuat suatu perjanjian, namun menggunakan saksi dalam membuat perjanjian memiliki peran penting karena dapat dijadikan sebagai alat bukti jika salah satu pihak tidak mengakui telah membuat perjanjian tersebut. Adanya kewajiban berprestasi pada pihak debitur, harus dibuktikan terlebih dahulu adanya perikatan, yang mewajibkan debitur berprestasi.

Hakim dalam menjadikan alat bukti saksi yang diajukan Flavianus Fexa sebagai pertimbangan sudah sesuai dengan Pasal 169 HIR yang menyatakan bahwa “keterangan dari seorang saksi saja, dengan tidak ada suatu alat bukti yang lain, di dalam hukum tidak dapat dipercaya”.  Hakim menggunakan keterangan saksi  yang memberi keterangan bahwa antara penggugat dan para tergugat pernah membuat perjanjian lisan tersebut sedangkan dari para tergugat tidak mengajukan alat bukti atau tidak membuktikan untuk meneguhkan dalilnya yang menyatakan bahwa tidak pernah membuat perjanjian lisan dengan penggugat. 

Berdasarkan pertimbangan Hakim tersebut, perjanjian lisan yang dibuat antara penggugat dan para tergbenar adanya, sehingga perjanjian lisan tersebut mempunyai kekuatan hukum untuk mengikat para pihak yang membuatnya dan juga memiliki kekuatan/nilai pembuktian untuk menyatakan para tergugat melakukan perbuatan melawan hukum

Berdasarkan kasus di atas dan dihubungkan dengan Pasal 1313 KUH Perdata menyebutkan “perjanjian adalah perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”. Perjanjian yang demikian mengikat para pihak secara hukum untuk mendapatkan hak atau melaksanakan kewajiban yang ditentukan didalam perjanjian itu. Perjanjian lisan yang dibuat antara penggugat dan para tergugat menurut penulis bukanlah perjanjian sepihak seperti yang dijelaskan dalam Pasal 1313 KUH Perdata. 

Perjanjian lisan yang dibuat oleh antara penggugat dan para tergugattermasuk perjanjian timbal balik karena tidak hanya penggugat yang mengikatkan dirinya terhadap para tergugat tetapi para tergugat juga mengikatkan diri terhadap penggugat.

Hakim mempertimbangkan Pasal 1338 KUHPerdata menyebutkan “bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah, berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya”. Pengertian ini berkaitan dengan asas pacta sunt servanda yang artinya bahwa perjanjian tersebut wajib dilaksanakan bagi para pihak yang membuatnya. Pasal 1338 KUHPerdata berkaitan dengan asas pacta sunt servanda yang mengharuskan para pihak memenuhi apa yang telah merupakan ikatan mereka satu sama lain dalam perjanjian yang dibuat. 

Pasal 1338 KUHPerdata mengarahkan pemahaman bahwa sebenarnya setiap subjek hukum dan sesama subjek hukum lainnya dapat melakukan perbuatan hukum seolah-olah sebagai pembentuk Undang-Undang dengan memnggunakan perjanjian. Ini berarti bahwa setiap subjek hukum dapat membentuk hukum dalam hal ini hukum perjanjian sebagaimana halnya yang dimaksud pembentuk undang-undang.

Perjanjian memang mengikat, karena merupakan suatu janji, serupa dengan Undang-Undang yang dipandang sebagai perintah pembuat undang-undang. Perjanjian lisan yang dibuat antara penggugat dan para tergugat sudah seharusnya mengikat para pihak, sehingga para pihak wajib melaksanakan prestasinya masing-masing.

Pertimbangan Hakim berikutnya yaitu Hakim menimbang, didalam Pasal 1320 KUHPerdata tentang syarat sahnya perjanjian bahwa sepakat ditandai oleh penawaran dan penerimaan dengan cara tertulis, lisan, diam-diam, simbol-simbol tertentu. Perjanjian lisan merupakan perjanjian yang sah karena memenuhi unsur kata sepakat yang terdapat dalam rumusan Pasal 1320 KUHPerdata, sehingga para pihak yang mengadakan perjanjian secara lisan diwajibkan melaksanakan prestasi dari apa yang telah disepakati, seperti yang terdapat didalam Pasal 1234 KUHPerdata yang menyebutkan “tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, berbuat sesuatu dan tidak berbuat sesuatu”. Apabila ada pihak yang tidak melakukan prestasi tersebut maka telah melakukan perbuatan melawan hukum

Perjanjian lisan di dalamnya terkandung suatu janji yang mengungkapkan kehendak yang dinyatakan dan dianggap sebagai elemen konstitutif dari kekuatan mengikat perjanjian. Perjanjian baru terbentuk jika ada perjumpaan atau persesuaian antara janji-janji yang ditujukan satu pihak terhadap pihak lainnya.  Perjanjian lisan antara pengugat dengan para tergugat harus dilihat terlebih dahulu ada perjumpaan atau persesuaian antara janji-janji yang ditujukan satu pihak terhadap pihak lainnya, yang dalam hal ini termasuk dalam syarat sahnya perjanjian dalam Pasal 1320 KUHPerdata mengenai sepakat mereka yang mengikatkan diri. 

Perjanjian dalam bentuk lisan, berarti penyerahan dari “apa yang dikehendaki dan diminta oleh pihak yang menawarkan kepada pihak yang menerima. Janji meskipun diungkapkan secara lisan dan dinyatakan dalam perkataan dan perbuatan adalah faktor potensial, titik taut dari apa yang sebenarnya dikehendaki dalam rangka menegaskan hubungan hukum perjanjian tertentu.

Pasal 1320 KUHPerdata mengenai syarat sahnya perjanjian sangat penting untuk dijadikan sebagai pertimbangan, karena dalam memutus suatu perkara wanprestasi yang pertama kali dilihat adalah perjanjiannya sah atau tidak sah. Jika perjanjian tersebut tidak sah maka seseorang yang diduga melakukan wanprestasi tidak dapat dinyatakan melakukan wanprestasi. Berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata, perjanjian lisan yang dilakukan antara pengugat dengan para tergugat sah, sehingga para pihak yang membuat perjanjian secara lisan tersebut diwajibkan melaksanakan prestasi dari apa yang telah disepakati. Suatu perjanjian yang sah, baik secara lisan maupun tertulis, memiliki kekuatan hukum untuk menyatakan seseorang melakukan perbuatan melawan hukum.

Perjanjian yang dibuat pengugat dengan para tergugat mempunyai akibat hukum yang menimbulkan perikatan, yaitu melakukan kewajibannya. Perjanjian dalam bentuk apapun haruslah terdapat perikatan di dalamnya, karena perjanjian merupakan sumber dari perikatan. Perikatan yang dilakukan oleh pengugat dengan para tergugat adalah perikatan untuk memberikan sesuatu. Memberikan sesuatu adalah perbuatan menyerahkan hak milik atau berdasarkan ukuran-ukuran tertentu, menyerahkan dari kenikmatan dari hak milik itu. 

Pasal 1238 KUHPerdata menyatakan “si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berutang akan harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”. Pernyataan lalai adalah upaya hukum di mana kreditur memberitahukan, menegur, serta memperingatkan kepada debitur saat selambat-lambatnya wajib memenuhi prestasi dan apabila saat itu dilampaui, maka debitur telah lalai.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Unsur-unsur perbuatan melawan dalam perjanjian jual beli esuai Pasal 1365 KUHPerdata, terjadi ketika salah satu pihak bertindak melanggar hukum, beritikad buruk, atau menimbulkan kerugian, melampaui sekadar wanprestasi (ingkar janji). Contohnya termasuk penipuan, pemalsuan dokumen, penjualan barang milik orang lain, atau menahan barang/dokumen setelah lunas.
Pertanggungjawaban perbuatan melawan hukum dalam  Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 113/Pdt.G/2024/ PN.Mdn adalah perbuatan maupun tindakan yang dilakukan Tergugat adalah Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatigedaad) dan perjanjian secara lisan antara Penggugat dengan Tergugat I, II dan III merupakan perjanjian yang sah secara hukum Perdata sehingga  menetapkan utang/sisa pembayaran Penggugat kepada Tergugat I sebesar Rp. 289.638.000,-; Dibayar dengan cara dicicil Rp. 12.068.000.-/setiap bulannya selama 24 bulan, menetapkan utang/sisa pembayaran Penggugat kepada Tergugat II sebesar Rp. 310.067.000,- Dibayar dengan cara dicicil Rp.12.919.000-/setiap bulannya selama 24 bulan serta menetapkan utang/sisa pembayaran Penggugat kepada Tergugat III sebesar Rp. 78.018.000,-; Dibayar dengan cara dicicil Rp. 3.250.000-/setiap bulannya selama 24 bulan.

Pertimbangan Hakim majelis hakim Pengadilan dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 113/Pdt.G/2024/ PN adalah  berfokus pada pembuktian keberadaan perjanjian (Pasal 1320 KUHPerdata) dan pemenuhan unsur Pasal 1365 KUHPerdata yaitu adanya kesalahan, kerugian, dan kausalitas. Hakim mengutamakan saksi, transfer bank, dan kuitansi untuk membuktikan kesepakatan lisan tersebut).
Saran

Agar menjamin kepastian hukum perjanjian jual beli sebaikanya dibuat secara tertulis dan  tidak menggunakan perjanjian dalam bentuk lisan jika hubungan hukumnya kompleks dan dapat menimbulkan kerugian yang besar jika terjadi perbuatan melawan hukum. 

Agar pelaksanaan perjanjian jual beli berjalan dengan lancar dan masing-masing pihak tidak mengalami kerugian, maka para pihak harus menyadari kewajibannya sehingga tidak menimbukan permasalahan hukum.

Agar para pihak jika terjadi perselisihan dalam perjanjian jual beli secara lisan untuk terlebih dahulu menyelesaikan secara musyawarah kekeluargaan dan jika tidak dapat diselesaikan baru menempuh jalur hukum dengan mengajukan gugatan ke pengadilan.
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